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ABSTRAK

Nama : Naomi Helena Tambunan

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Peran Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah
Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kotamadya
Jambi

Sengketa pertanahan di negara berkembang merupakan hal yang tidak dapat
dihindari. Badan Pertanahan Nasional sebagai penyelenggara pemerintahan
mempunyai fungsi untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan
secara nasional, regional dan sektoral, dalam hal ini juga berkewajiban untuk
menangani segala sengketa pertanahan. Berdasarkan petunjuk teknis nomor 5/
JUKNIS/ D.V/ 2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi, kantor pertanahan
dapat melaksanakan mediasi terhadap setiap sengketa yang diajukan kepada
kantor Pertanahan tersebut, tanpa melibatkan badan peradilan. Mediasi ini
dilaksanakan dengan mediator dani Kantor Pertanahan, dimana hasil mediasi yang
berupa perjanjian perdamaian dapat langsung dijadikan dasar untuk melakukan
legalisasi aset ataupun permohonan pelayanan pertanahan di kantor pertanahan
setempat. Penyelesaian sengketa ini metang hanya berlaku bagi kasus-kasus
tertenfu saja, namun pada pelaksanaannya mediasi telah memfasilitasi para pihak
yang bersengketa unfuk menyelesaikan sengketa mereka dengan murah, cepat dan
mengikat. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode
kepustakaan, -dengan menggunakan berbagai sumber pustaka, baik dari buku,
peraturan perundang-undangan, artikel, maupun dari intermet. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi
dokumen.wawancara dengan beberapa narasumber juga dilakukan untuk
melengkapi data. Tesis ini juga membahas dan menguraikan dua kasus pertanahan
yang telah diselesiakan dengan mediasi

Kata Kunci:
Mediasi, Sengketa tanah
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ABSTRACT

Name : Naomi Helena Tambunan
Study Program  : Magister of Notary
Title : The role of Mediation in Land Dispute Resolution

Administered by Land office of Jambt Municipality.

Land disputes in developing countries is something that can not be avoided.
National Land Agency as the administrative apparatuses have a function to
perform the duties of government in the land sector in national, regional and
sectoral, in this case is also obligated to handle all land disputes. Under the
technical guidance number 5 / JUKNIS / D.V / 2007 conceming the
Implementation of the Mediation Mechanism, land office may conduct the
mediation of any dispute submitted to the Land Office, without involving the
judiciary. Mediation is conducted by a mediator from the Land Office, which
results in the form of mediation of peace agreements can be directly used as the
basis for the legalization of property or land service requests at the local land
office. Settlement of this dispute is only applicable to certain cases only, but the
mediation has facilitated the implementation of the disputants to settle their
disputes with a cheap, quick and binding. Research methods used in this thesis is
the literature method, wsing a variety of literature sources, either from books,
legislation, articles, or from the Intemet. Data used in this research is secondary
data obtained through document studies. Interview with several sources is also
done to complement data. This thesis also discusses and describes two cases of
Iand that has been settled by mediation.

Key Words:
Mediation, Land Dispute
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Permasalahan mengenai pertanahan tidak pemah surut. Seiring dengan
berkembangnya suatu masyarakat, kebutuhan akan tanah baik sebagai tempat
bermukim dan maupun sebagai salah satu modal dasar dalam melaksanakan
kegiatan usaha, semakin meningkat. Tanah sebagai hak ekonomi setiap
masyarakat, sangat rawan dalam menimbulkan konflik baik diantara

masyarakat itu sendiri, maupun dengan instansi pemerintahan yang ada.

Seiring dengan berkembangnya dinamika di bidang ekonomi, sosial dan
politik, dan ditambah lagi dengan adanya perbedaan kepentingan, nilai,
persepsi, mengenal status, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan atas tanah, disamping terbatasnya ketersediaan atas tanah, maka

senpgketa dengan objek tanah juga semakin kompleks dan bertambah

kuantitasnya.

Secara umum, keadaan ekonomi dan sengketa pertanahan adalah dua hal
yang saling berkaitan dengan erat dan saling mempengaruhi satu sama lain,
sengketa pertanahan dapat membenkan dampak yang sangat besar terhadap
perekonomian. Setiap tanah vang dipersengketakan dapat dipastikan menjadi
lahan yang tidak produktif karena selama terjadi sengketa tidak dapat
ditentukan siapa pihak yang berhak menguasai‘dan atan mengelola tanah
tersebut; dalam hal ini lahan lersebut disebut sebagai lahan tidur. Keadaan
seperti ini tentu saja merugikan, secara khusus terhadap para pihak yang

bersengketa dan dalam skala besar dapat merugikan negara.

Selain itu pula keadaan ekonomi yang buruk dapat mengakibatkan
dampak yang besar bagi masyarakat kalangan bawah, ditandai dengan

hilangnya lapangan pekerjaan dan banyaknya kasus-kasus pemutusan

1 Universitas indonesia
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hubungan kena (PHK), maka kasus-kasus pendudukan tanah oleh masyarakat
untuk ditanami tanaman pangan, atau sebagai kawasan berjualan, dapat dengan

mudah merebak.!

Penyelesaian terhadap sengketa tanah pada umumnya ditempuh melalui
jalur pengadilan. Penyelesaian dengan jalur ini, memaksa para pihak yang
terlibat untuk mengeluarkan biaya. Terlebih lagi proses peradilan yang panjang
membuat tanah yang menjadi objek konflik berada didalam keadaan status quo

sehingga tanah yang bersangkutan tidak dapat dimanfaatkan.

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa adalah dengan penyelesaian
sengketa diluar pengadilan. Berdasarkan undang nomor 30 tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dinyatakan bahwa®

Alternatif Penyelesaian Sengkera adalah lembaga penyelesaian
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati
para pihak, yakni penyelesaian di luor pengadilan dengan cara

konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Altemnatif penyelesaian sengketa dengan mediasi, khususnya pada

sengketa pertanahan pada dasamya bukan suatu hal yang asing.

Penyelesaian masalah dengan mediasi pada dasarnya menerapkan prinsip
penyelesaian masalah dengan musyawarah, yakni proses deliberasi atau
berembuk yang mempertimbangkan semua sisi dan sebuah isu. Musyawarah
untuk mufakat pada dasamya merupakan kesepahaman atau kata sepakat antara
pihak-pihak yang berbeda pendapal sehingga pemungutan suara dapat
dihindarkan dan dihafapkan semua pihak yang berbeda pendapat dapat
menemukan keputusan tunggal.’ Musyawarah untuk mufakat merupakan
norma sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang berorientasi pada

keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat.

' Maria SW Sumardjono, et. al., Mediasi Sengketa Tanah, cet. 2, (Jakarta: Kompas,
2008), hal. 2. -

? Indonesia, Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternaiif Penyelesaian Sengketa,
UU Nomor 30 Tahun 1999, LN Nomor 138 Tahun 1999, pasal 1 butir ke-10

? http:/id.wikipedia.org/wiki/Musyawarah, diakses tanggal 3 Februari 2010.
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Modernisasi yang berlangsung mengakibatkan pola penyelesaian
masalah mengalami perkembangan, dan memperkenalkan cara penyelesaian
konflik yang prosedural, birokratis dan atas dasar menang-kalah. Hal ini
mengikis nilai keseimbangan dan keharmonisan dan secara ironis telzh
meningkatkan intensitas konflik. Selain itu pola penyelesaian masalah secara
modem, memerlukan waktu dan biaya, yang lebth banyak bila dibandingkan

dengan penyelesaian secara kekeluargaan, yang dalam hal ini dilakukan dengan

mediasi.

Sengketa yang terkait dengan kepentingan para pihak, paling efektif
diselesaikan dengan mediasi, karena tidak ada pihak yang dimenangkan atau
dikalahkan.

Badan Pertanahan Nasional adalah suvatu instansi pemenntah yang
mempunyai fungsi melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan
secara nasional, regional dan sektoral; dalam hal ini juga berkewajiban untuk
menangani segala sengketa pertanahan, mengingat bahwa dalam penyelesaian
sengketa tanah yang ada, diperlukan pengumpulan data administratif yuridis

dan fisik, melalui suatu penelitian, dalam suatu mekanisme dan tata cara

penanganan masalah pertanahan yang berlaku di lingkungan Badan Pertanahan .

Nasional Republik Indonesia.

Mediasi berdasarkan pentunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian
Masalah Pertanahan nomor 05/ Juknis/ D.V/ 2007 Tentang Mekanisme
Pelaksanaan Mediasi adalah salah satu altematif penyelesaian masalah dengan
bantuan pihak ketiga (mediator) dan prosedur yang disepakati oleh para pihak
dimana mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai suatu solusi (perdamaian)
yang saling menguntungkan para pihak. Dalam hal ini Mediator adalah orang/
pejabat yang dilunjuk dari jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa untuk

menyelesaikan permasalahannya.

Penulisan tesis ini, secara khusus akan meneliti mengenai penyelesaian

sengketa tanah yang diselenggarakan oleh kantor Pertanahan Kotamadya Jambi

Universitas Indonesla



propinsi Jambi, yang berdasarkan laporan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan
Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Jambi tahun 2009 terdapat 6 kasus
yang selesai melalui mediasi dan masih ada 4 kasus yang masih dalam tahap
mediasi. Berdasarkan fakta tersebut, dapat dilihat bahwa 25% dan total kasus

yang ada dalam tahun 2009 ini diselesaikan melalui mediasi.

Penyelesaian sengketa tanah yang diselenggarakan oleh Xantor
Pertanahan khususnya Kantor Pertanahan Kota Jambi melalul mediasi, tentu
saja tidak selalu berlaku efektif terhadap setiap bentuk sengketa. Namun pada
kenyataannya, terhadap kasus-kasus tertenlu, bagi para pihak yang bersengketa
maupun pihak Kantor Pertanahan, penyelesaian sengketa melalui mediast

sangat menghemat waktu dan biaya.

Beberapa permasalahan yang ada dan mungkin (imbul dalam
pelaksanaannya adalah keraguan masyarakat terhadap kedudukan dari hasil
- putusan mediasi yang telah disepakati melalui proses mediasi tersebut.
Mengingat banyak masyarakat awam yang beranggapan bahwa walaupun
pengadilan merupakan cara yang memakan waktu dan biaya, namun, ketika
sudah ada putusan yang pasti mengenai sengketa diantara para pihak, maka
mereka dapat meyakini bahwa putusan tersebut tidak dapat digangpu gugat
oleh pihak manapun.

Tulisan tesis ini akan membahas mengenai tatacara pelaksanaan mediasi
dalam penyelesaian sengketa tanah, kedudukan putusan mediasi, dan
bagaimana kekuatan mengikat dari putusan mediasi, bagi para pihak yang

bersengketa dan terhadap pihak ketiga.

B. Pokok Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian 1n1 adalah :

Universitas Indonesla



1. Bagaimana kedudukan putusan mediasi pada sengketa lanah dalam
pemeliharaan data pertanahan dan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin

kepastian hukum.

2. Bagaimana efektivitas lembaga mediasi dalam penyelesaian suatu sengketa

pertanahan bagi para pihak dan kantor pertanahan.

. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode
kepustakaan. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber pustaka, baik dan
buku, peraturan perundang-undangan, artikel, maupun dari intemet. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui
studi dokumen. Meskipun demikian, dalam penelitian ini juga akan dilakukan
wawancara kepada narasumber terkait dengan materi penelitian dalam hal

mendukung data sekunder yang diperoleh.

Sumber Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi
sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber hukum primer yang
digunakan adalah peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Pokok
Agraria, Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta
beberapa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sumber Hukum
Sekunder yang digunakan adalah buku, artikel ilmiah, skripsi, hasil laporan
penelitian, makalah dan sebagainya. Sementara itu sumber hukum tersier yang

digunakan adalah kamus hukum, ensiklopedi hukum dan abstrak.

Tipologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian deskriptif, yaitu penelilian yang dimaksudkan untuk memberi data-
data yang seteliti mungkin® tentang bagaimana pelaksanaan mediasi pada

sengketa pertanahan, tindak lanjut terhadap putusan mediasi, akibatnya

* §ri Mamudji, et al., Mefode Penelitian dan Penulisan Hukum, cet. 1, {Jakarta: Badan

Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005}, hal. 4.
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terhadap para pihak, dan kekuatan mengikat dari putusan mediasi tersebut.
Terhadap temuan masalah yang ada akan diberikan solusi sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif-normatif,
yaitu suatu penelilian yang bertujuan untuk melukiskan masalah berdasarkan
ketentuan peraturan yang ada. Data yang terkumpul, akan disusun, diuraikan
dan dianalisis berdasarkan peraturan yang ada. Metode analisis data
menggunakan metode kualitatif dimana analisis lebih ditekankan pada makna
dan terikat nilai. Penelitian dilakukan terhadap memastikan kebenaran

kekuatan putusan mediasi sengketa tanah yang dilakukan oleh Kantor

Pertanahan.

. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun kedalam lima bab yang disusun secara

metodologis, sistemalis dan konsisten dengan sistematika sebagai benkut :

BABI PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan
B. Pokok Permasalahan
C. Metode Penulisan
D. Sistematika Penulisan
E. Tujuan Penulisan

F. Kerangka Konsepsional

BAB1l PEMBAHASAN

A. Sengketa Pertanahan
I. Pengertian Sengketa
II Sengketa Pertanahan
[11. Penyelesaian Sengketa Perlanahan
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B. Mediasi sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa
I.  Latar Belakang Alternatif Penyelesaian Sengketa
II. ADR dalam Masyarakat Indonesia

L. Kritik umum terhadap terhadap Lembaga Peradilan
IV. Mediasi

V. Mediasi dalam Hukum Nasional.

VI. Mediasi di Luar Lembaga Pengadilan

BAB III. Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional
A. Dasar-dasar dan Landasan Penyelesaian Sengketa Hukum
atas Tanah
B. Asas-asas dalam Penyelesalan Sengketa
Tahapan Mediasi

)

D. Analisa Kasus Penyelesaian Sengketa Tanah dengan

Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Jambi.

a. Mediasi terhadap sengketa tanah antara Djauhary SY
dengan Anson MS yang terletak di Kelurahan TL
Bakung, Kota Jambi.

b. Mediasi terhadap sengketa tanah antara B. Lature
dengan Syafruddin dan Rasman yang terletak di
kelurahan The Hok, Kota Jambi.

BABIV PENUTUP
A. Simpulan

B. Saran

E. Tujuan Penulisan

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memberikan pengetahuan
kepada masyarakat bahwa penyelesaian sengketa dengan alternatif
penyelesaian sengketa khususnya melalui mediasi mempunyai banyak
kelebihan dan kemudahan bila dibandingkan dengan penyelesaian sengketa

tanah melalui pengadilan, khususnya mengenai waktu dan biaya yang minim
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Sedangkan secara khusus, penulisan ini memberikan pengetahuan bahwa
Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang
diajukan kepadanya, memberikan atau memfasilitasi para pihak untuk
menyelesaikannya melalui mediasi, yang melibatkan seorang pihak ketiga yang
netral, sehingga setiap pengaduan sengketa tanah yang diterima oleh Badan
Pertanahan Nasional terlebih dulu diupayakan penyelesaiannya dengan cara
mediasi. Selain itu, penulisan ini bertujuan untuk memberitahukan kepada
masyarakat bahwa selain prosesnya yang tidak memakan waktu yang lama,
hasil mediasi dapat ditindaklanjuti dan memberikan kepastian hukum, baik

kepada para pihak maupun terhadap pihak ketiga.

F. Kerangka Konsepsional
1. - Mediasi

Mediasi adalah salah satu proses altemnatif penyelesaian masalah dengan
bantuan pihak ketiga (mediator) dan prosedur yang disepakati oleh para
pihak dimana mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai suatu solusi

{perdamaian) yang saling menguntungkan para pihak.’

2. Mediator

Mediator adalah orang/ pejabat yang ditunjuk dari jajaran Bdan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia yang disepakati oleh para pihak yang

bersengketa untuk menyelesaikan pen-nasalahannya.6

3. Authontative Mediator

Mediator yang merupakan pejabat yang berwenang, dapat berupa tokoh

formal, pejabat-pejabat yang mempunyai kompetensi di bidang sengketa

% Indonesia, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
34 Tahun 2007, Petunjuk Teknis Temtang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi, Juknis No. 05/
JUKNIS/ D.V/ 2007.

S Ibid
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vang ditangani, dan disyaratkan orang yang mempunyai pengetahuan

tentang sengketa yang ditangani.”
. Musyawarah

Musyawarah adalah kegiatan mempertemukan kedua belah pihak untuk

mengklarifikasi data yang ada pada masing-masing pihak dalam rangka

mengupayakan perdamaian.®

. Perdamaian

Perdamaian adalah kesepakatan dan para pihak untuk mengakhir

sengketanya.’

. Berita acara mediasi

Berita acara mediasi adalah suwatu dokumen resmi yang dibuat dan
dipertanggungjawabkan oleh mediator dan para pihak yang ada di
dalamnya, berisikan uraian hasil mediasi yang dilengkapi dengan data-data

pada saat dilakukan proses mediasi.'®

. Negosiasi

Negosiasi adalah suatu strategi penyelesaian sengketa, dimana para pihak
setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah,
perundingan atau ‘urun rembuk’. Proses ini tidak melibatkan pihak, karena
para pihak atau wakilnya berinisiatif sendin menyelesaikan sengketa

mereka."

Fasilitasi

7 Ibid.

¥ Ibid

> Ibid

'° 1bid.

" Simon A. Robert dan Michael Palmer , Dispute Processes: ADR and the Primary

Form of Decision Making, (USA: Cambridge University, 2005), hal 125.
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Fasilitasi adalah suatu keterampilan dalam proses penyelesaian sengketa
(konflik), di mana fasilitator berusaha melakukan komunikasi dengan
pihak yang bersengketa atau pihak yang berbeda pandangan dalam upaya

membangun dialog untuk menjembatani perbedaan mereka.'?
9. Arbitrase

Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar
pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga

(arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka. '
10. Adjudikasi

Adjudikasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa dimana pihak

ketiga bertujuan untuk mengajukan pendapat atau memberikan

keputusan. 14

12 Syahrial Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum
Nasional, g.lakarla: kencana, 2009). Hal.12. ~

Y 1bid, hal. 15.

" Ibid, hat. 17.
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11.

BAB 11

PEMBAHASAN
SENGKETA PERTANAHAN
1. Pengertian Sengketa

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang
merasa dirugikan oleh pihak lain, yang diawali oleh perasaan tidak puas
yang bersifat subjektif dan tertutup. Kejadian imi dapat dialami oleh
perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke
permukaan apabila terjadi conflict of interest. Proses sengketa terjadi
karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa.
Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang
berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa.'> Timbulnya sengketa hukum
atas tanah adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan)
yang berisi keberatan-keheratan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap
status tanah, proritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat
memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan

peraturan yang berlaku.'®

Sengketa Pertanahan

Pada hakikatnya, kasus perianahan merupakan benturan kepentingan
(conflict of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa,
sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan; perorangan
dengan badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain
sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna kepastian
hukum yang diamanatkan Undang-undang Pokok Agraria, maka terhadap
kasus pertanahan dimaksud antara lain dapat diberikan respons/ reaksi/

penyelesaian kepada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah).

* Suyud Margono, Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase, (Jakana: Ghalia

Indonesia, 2000), hal 34.

'* Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanak, (Jakarta: Penerbit

Alumni, 1991), hal 22.
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Menurut Rusmadi Murad, pengertian sengketa tanah atau dapat juga

dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu :
Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak
(orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas
tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya
dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku.'”

Sedangkan menurut Prof. Boedi Harsono, Sengketa tanah adalah
sengketa yang diakibatkan oleh dilakukannya perbuatan hukum atan
terjadinya peristiwa hukum mengenai suatu bidang tanah tertentu. Maka,
agar tidak tegadi sengketa dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau
menerima akibat hukum dari svatue peristiwa hukum maka seseorang
pertama-tama harus memahami apa yang disebut “tanah” dan ketentuan-
ketentuan yang mengaturnya.'®
_ Prof. Boedi Harsono dalam seminar mengenai ‘;Sengketa-sengketa
tanah serta penanggulangannya” mengemukakan beberapa hal yang
memungkinkan timbulnya sengketa, antara lain:

1. Jika perbuatan hukum dilakukan dengan memperhatikan ketentuan
Hukum Tanah Nasional mengenal bidang tanah yang terdaftar dan
bersertipikat, yang datanya cocok dengan data yang disajikan di
Kantor Pertanahan, kecil kemungkinannya akan timbul sengketa.
Tetapt kemungkinan timbulnya sengketa selalu ada, terutama
dengan adanya sengketa hasil rekayasa.

Sengketa tanah dapat mengenail salah satu atau beberapa
data suatu bidang tanah tertentu. Maka besar kemungkinan terjadi
sengketa mengenai bidang-bidang tanah yang belum atau tidak
terdafiar.

2. Sengketa mengenai letak bidang tanahnya

hitp-/imakalahdanskripsi.blogspot.com/2008/08/huknm-agraria-penyelesaian-

sengketa.html, 12 mei 2010

' Boedi Harsono, "Sengketa-sengketa Tanah serta Penanggulangannya’, disampaikan

pada Seminar Penyelesaian Konflik Pertanahan, diselenggarakan oleh Sigma Conference, 26
Maret 1996 di Jakarta
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Pengpgugat mengajukan klaim bahwa satu bidang tanah dalam
lingkungan tanah yang dikuasai oleh Universitas Trisakti sebagai
Kampus A di Jalan Kyai Tapa 1 Jakarta Barat adalah miliknya.
Belum sampai diminta pembuktian mengenai kepemilikannya, di
persidangan Pengadilan, ia tidak dapat menunjukkan letak bidang
tanah yang diakui sebagat miliknya itu. Maka gugatan tidak dapat
diterima.

. Sengketa mengenai batas bidang tanahnya.

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali
batas-batas bidang tanah yang akan didaftar ditetapkan bersama
oleh pemegang haknya sebagai pemohon dan para pemilik bidang-
bidang tanah yang bersangkutan (*‘delimitasi kontradiktur). Dalam
pemastian letak batas-batas tersebut bisa terjadi sengketa. Kalau
sudah dicapai kesepakatan bersama di tiap sudut ditanam tanda
batas yang tidak mudah dapat dipindahkan. Kalaupun kemudian
ada yang memindahkan, letak tanda-tanda batas itu masing-masing
dapat diketahui dan dipastikan kembali dari data pengukuran yang
ada di Kantor Pertanahan.

Sengketa mengenai batas itu juga bisa terjadi pada waktu
dilakukan jual beli atau pelepasan hak atas suatu bidang tanah yang
belumn didaftar yang tidak ada tanda-tanda batasnya atau batasnya
berupa tanaman yang menjalar (seperti bambu).

Sengketa mengenai luas bidang tanahnya.

Dalam jual-beli bidang tanah yang belum didaftar, yang
luasnya disebut dalam petuk pajak bumi, IPEDA, dan SPPT Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB). Setelah dilakukan pendaftaran luas
hasil pengukuran dalam rangka pembuatan surat ukumnya
kemungkinan tidak akan sama. Kalau pada waktu dilakukan jual-
beli hal itu tidak diperhatikan bisa timbul sengketa mengenai harga
yang sudah dibayar. Harga yang dibayar terlalu banyak bilamana

luasnya ternyata kurang dari apa yang tercantum dalam petuk pajak
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atau SPPT PBB yang bersangkutan, atau dianggap kurang bilamana
temyata hasilnya lebih luas.

Maka mengenai bidang-bidang tanah yang belum ada surat
uvkurnya perlu diadakan perjanjian mengenai jumiah harga
pembeliannya, karena selalu akan ada perbedaan antara luas hasil
pengukuran oleh kantor Pertanahan dan luas yang tercantum dalam
petuk pajak/ SPPT PBB. -Umumnya dalam akta jual beli
diperjanjikan, bahwa yang akan berlaku adalah luas yang
dihasilkan pengukuran oleh Kantor Pertanahan, tanpa
mempengarthi jumlah harga pembelian yang sudah ditenma
penjual.

Sengketa tanah umumnya mengenai status tanahnya dan/atau
pemegang haknya.

Kemungkinan terjadinya sengketa lebih besar dalam hal

dilakukan perbuatan hukum pemindahan atau pembebanan hak

mengenai bidang-bidang tanah yang belum didaftar. Tetapi
mengenai bidang-bidang tanmah yang sudah didaftar pun ada
kemungkinan terjadi sengkela, yang disebabkan karena data
mengenai status tanahnya atau pemegang haknya temyata
kemudian tidak benar.

Bidang tanah yang sudah didaftar ada dokumen bukti haknya
berupa sertipikat. Tetapi tidak jarang sertipikat yang ditunjukkan
kepada pembeli bukan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan wilayah
Kabupaten/ Kotamadya dimana tanah tersebut terletak. Tidak
jarang ditemukan sertipikat palsu. Maka dalam melakukan
perbuatan hukum mengenai bidang tanah yang sudah didafiar tidak
cukup dilihat datanya dalam sertipikat yang ditunjukkan oleh calon
penjual atau penerima kredit.

Menurut PP 24/ 1997 sebelum dilakukan perbuatan hukum
yang bersangkutan dan dibuatkan aktanya, isi sertipikat wajib
dicocokkan dengan data yang ada di Kantor Pertanahan. Hal itu
wajib dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang
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akan membuat aktanya. Kalau memang cocok, artinya juga bahwa
sertipikat itu benar diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, pada
halaman 3 sertipikat dicantumkan pernyataan mengenai kebenaran
cocoknya data yang bersangkutan. Dalam hal yang ditunjukkan itu
bukan terbitan Kantor Pertanahan pada tiap halaman sertipikatnya
akan dibubuhkan catatan, bahwa sertipikat tersebut bukan
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan.

. Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan menjadi

batal karena hukum dan tanahnya menjadi Tanah Negara, apabila
dipindahkan haknya kepada pihak yang tidak memenuhi syarat
sebagai pemegang haknya. Demikian juga jika pemegang haknya
berganti status hingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai
pemegang hak yang bersangkutan dan lalai memenuhi kewajiban
memindahkan haknya kepada pihak yang memenhui syarat dalam
waktu I tahun. Kewvajiban itu juga berlaku bagi pihak yang
memperoleh Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan
melalui pewarisan tanpa wasiat, jika dirinya tidak memenuhi syarat
sebagai pemegang hak yang bersangkutan (Pasal 21, 30 dan 36
UUPA).

Menurut Kepala BPN Pusat, sctidaknya ada tiga hal utama yang

menyebabkan terjadinya sengketa tanah:

1.

Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, akibatnya
adalah ada tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki
sertifikat masing-masing.

Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata,
Ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik
untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian telah menimbulkan
ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun sosiologis.
Dalam hal ini, masyarakat bawah, khususnya petani/penggarap
tanah memikul beban paling berat. Ketimpangan distribusi tanah
ini tidak teriepas dari kebijakan ekonomi yang cenderung

kapitalistik dan liberalistik. Atas nama pembangunan tanah-tanah
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garapan petani atau tanah milik masyarakat adat diambil alih oleh
para pemodal dengan harga murah.

Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada
bukti formal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah.
Akibainya, secara legal (de jure), boleh jadi banyak tanah
bersertifikat dimiliki oleh perusahaan atau para pemodal besar,
karena mereka telah membelinya dan ‘para petani/pemilik tanah,
tetapl tanah tersebut lama ditelantarkan begitu saja. Mungkin
sebagian orang menganggap remeh dengan memandang sebelah
mata persoalan sengketa tapah ini, padahal persoalan ini
merupakan persoalan yang harus segera di carikan solusinya.
Kenapa demikian? Karena sengketa tanah sangat berpotensi
terjadinya konflik antar ras, suku dan agama. Akibatnya harga din

harus dipertaruhkan.

" Thomas Tampubolon, SH dalam seminar mengenai Permasalahan
dan Penyelesaian Sengketa Tanah mengemukakan bahwa sebab timbulnya

permasalahan tanah di Indonesia pada umumnya dapat dinyatakan sebagai
benkut:

1. Luas tanah tetap sementara penduduk bertambah terus dari
tahun ke tahun.
Tiap orang memerlukan lahan untuk tempat tinggal, berusaha/
bekerja, melakukan aktivitas sehari-hari, dsb. Keadaan tersebut
membawa dampak semakin sulit didapatnya dan kalaupun ada
semakin mahal harganya sehingga masyarakat kecil dan miskin
semakin kecil kemungkinannya untuk memiliki tanah padahal
mereka periu untuk bertahan hidup dengan mengelola tanah
untuk tempat tinggal dan berusaha.
Akibat lebih lanjut mereka menggarap tanah milik orang lain,
sehingga akhimya menimbulkan sengketa.

2. Administrasi dan birokrasi pemerintahan khususnya Badan
Pertanahan Nasional belum tertib sehingga bisa menimbulkan

berbagai ekses mengenai kepemilikan tanah.
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3. Bukti kepemilikan atas tanah berupa sertipikat masih sedikit bila
dibanding dengan tanah yang belum bersertipikat. Hal ini terjadi
karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mempunyai
sertipikat sebagai bukti kepemilikan tanah mereka.

4. Kinerja badan peradilan yang masih kurang memadai
menambah kalutnya masalah pertanahan.

Menurut Prof. Dr. Mana S. W. Sumardjono, SH., MCL., MPA_,

secara garis besar, peta permasalahan tanah dapat dikelompokkan menjadi
5 yakni'®:

L.

Masalah penggarapan rakyat atas tanah areal kehutanan,
perkebunan, proyek perumahan yang ditelantarkan dan lain-lain.
Masalah - yang berkenaan dengan pelanggaran ketentuan tentang
Landreform

Ekses-ekses dalam  penyediaan tanah untuk keperluan
pembangunan.

Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah.

Masalah yang-berkenaan dengan hak ulayat masyarakat hukum
adat.

Dari segi ﬁddis praktis, Prof Boedi Harsono, SH lcbih memperinci

masalah tanah yang dapat disengketakan sebagai berikut:*°

a.
b.

e. @

™

Sengketa mengenai bidang tanah yang dimaksudkan

Sengketa mengenai batas-batas bidang tanah

Sengketa mengenai luas bidang tanah

Sengkela mengenai status tanahnya; tanah negara atau tanah hak.
Sengketa mengenai pemegang haknya

Sengketa mengenai hak yang membebaninya

Sengketa mengenai pemindahan haknya

1% Prof. Dr. Maria S. W. Sumardjono, SH., MCL., MPA | “Sengketa Perranahan dan

Penyelesaian Secara Hukum," disampaikan pada seminar Penyelesaian konflik Pertanahan,
diselenggarakan olek Sigma Conferences, 26 Maret 1996 di Jakaria.

* Prof. Boedi, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan sesuai ketentuan dalam UUPA

makalah disampaikan dalam seminar hut vupa XXXVI 1996 yong diselenggarakan oleh kanitor
Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN/ Kepala BPN di jakarta tanggal 22 oktober [996.
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Sengketa mengenai penunjuk lokasi dan penetapan luasnya untuk
suatu proyek pemerintah atau swasta

Sengketa mengenai pelepasan/ pembebasan tanah

Sengketa mengenai pengosongan tanah

Sengketa mengenai pembenan ganti rugi, pesangon atau imbalan
lainnya

Sengketa mengenai pembatalan haknya

. Sengketa mengenai pencabutan haknya

Sengketa mengenai pemberian haknya
Sengketa mengenai penerbitan sertipikatnya
Sengketa mengenai alat-alat pembuktian adanya hak atan perbuatan

hukum yang dilakukan dan sengketa-sengketa lainnya.

. Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Seperti halnya sengketa di bidang lain, maka sengketa tanah dapat

diselesaikan melalui 3 (tiga) cara:*’

1.
2.

Penyelesaian secara langsung oleh para pihak dengan musyawarah
Penyelesaian melalui badan peradilan, yaitu diajukan ke pengadilan
umun secara perdata atau pidana, jika sengketanya mengenai
penyelesaian pemakaian tanah secara ilegal yang dimungkinkan
oleh undang-undang No. 51/ prp/ 1960 tentang larangan pemakaian
tanahtanpa izin yang berhak atau kuasanya atau melalui Peradilan
Tata Usaha Negara.

Pada umumnya semua sengketa pertanahan dapat diajukan ke
pengadilan, baik dalam lingkup peradilan umum maupun peradilan
tata usaha negara. Namun bukan rahasia lagi apabila relatif banyak
sengketa pertanahan yang penyelesaiannya melalui pengadilan
dirasakan kurang efektif disamping itu memakan waktu dan biaya.

Disamping itu, dari hasil analisis terhadap beberapa kasus
menyangkut sengketa pertanahan yang telah diputuskan oleh

pengadilan, baik dalam tingkat pertama, banding, maupun kasasi;

' Arie S Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, (Jakana:
LPHI, 2005) hal. 372-376
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tanpa bermaksud untuk mengeneralisasi, tampak bahwa diperlukan
peningkatan pemahaman substansi permasalahan berkenaan dengan
konsep yang mendasar agar keputusan yang diambil sungguh-
sungguh dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum,
sehingga bermanfaat bagi pencari keadilan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah tanah dilihat dari segi
yuridisnya saja merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya
dan dalam suatu kasus, tidak jarang terlibat beberapa instansi yang
langsung atau tidak langsung berkaitan dengan masalal/ sengketa
yang diajukan di pengadilan, Kesamaan pemahaman terhadap
konsep diperlukan agar terdapat kesamaan persepsi yang akan
menghastlkan keputusan yang solid dan adil bagi pihak-pihak yang
meminta keadilan.

Dalam perkembangan sengketa pertanahan yang melibatkan
sekelompok anggota masyarakat, dilandasi oleh sikap pesimis
terhadap jalur pengadilan, pemah timbul gagasan untuk
membentuk Pengadilan Pertanahan dalam lingkup pengadilan
umum. Mengingat bahwa dalam pengadilan umum tidak semua
hakirn yang menangam perkara sengketa tanah menguasai bidang
pertanahan sehingga hal inmi dapat mempengaruhi hasil putusan
mengenai sengketa tanah yang ditanganinya.

Secara teoritis, pembentukan pengadilan pertanahan
dimungkinkan. Setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 2
tahun 1986 tentang Pcradilan Umum, dasar hukum pembentukan
pengadilan pertanahan dalam lingkungan peradilan umum dapat
dilihat dalam pasal 8, yang menyebutkan bahwa di lingkungan
Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dalam
undang-undang,.

Cin pokok pengadilan pertanahan yang diharapkan adalah
sebagai berikut:

a. Di setiap Pengadilan Negeri ditempatkan seorang hakim atau

lebih yang semata-mata diberi tugas (dengan demikian:
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drangkat) untuk mengadili perkara-perkara pertanahan.

Dengan demikian, maka hakimPengadilan Pertanahan adalah

hakim Pengadilan Negeri dengan penugasan khusus.

b. Hukum acara yang yang dipergunakan adalah hukum acara
perdata yang berlaku bagi Pengadilan Negeri.

c. Bila salah satu pihak berkeberatan terhadap putusan, dapat
banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah
Apgung, serta terbuka kemungkinan untuk dimohonkan
Peninjauan Kembali.

Walaupun pembentukan pengadilan pertanahan
dimungkinkan, namun permasalahan yang utama adalah apakah
dengan dibentuknya pengadilan pertanahan maka efektifitasnya
dapat dijamin? Berdasarkan pengamatan, berperkara di pengadilan
sungguh tidak ringan biayanya, tidak sederhana dan memakan
waktu. Selain kendala yang bersifat organisatoris, adaﬁya campur
tangan pihak lain yang bersifat non yuridis mengakibatkan bahwa
pengadilan terkadang diragukan sebagai benteng terakhir untuk
menemukan keadilan. Efektifitas pengadilan pertanahan yang
diusulkan itu dengan demikian masih merupakan tanda tanya.
Melalui  Arbitrase dan Altemnatif Penyelesaian Sengketa
(Alternative Dispute Resolution).Dengan telah diundangkannya
Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka terdapat scuatu kepastian
hukum untuk mengakomodasi cara penyelesaian sengketa perdata
di luar peradilan umum.

a. Arbitrase
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang bersifat
informal, tertutup, murah dan efisien diharapkan mampu
menyelesaikan sengketa tanah secara lebih memenuhi
harapan para pihak.

Arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian

sengketa di luar pengadilan dipilih oleh para pihak yang
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memuatnya sebagai klausul dalam suatu perjanjian khusus
setelah sengketa terjadi.

b. Altematif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi atau penilaian ahli.
Menurut pendapat Prof. Maria S. W. Sumardjono, SH. MCL,
MPA, disamping arbitrase, altematif penyelesaian sengketa
di luar pengadilan dapat dipilih adalah mediasi.

Selanjutnya sebagaimana dikutip oleh Prof. Maria S. W.
Sumardjono, SH. MCL, MPA sebagai suatu cara
penyelesaian sengketa alternatif, mediasi mempunyai ciri :
waktunya singkat, terstruktur, beronentasi kepada tugas, dan
merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para
pihak secara aktif.

Pada umumnya mediasi lebih cocok digunakan terhadap
sengketa pertanahan dimana hubungan antara para pihak
diharapkan terus berlanjut, kasus-kasus dimana ada
keseimbangan antara kekuatan (*power ™) kedua belah pihak ,
sengketanya berjangka waktu singkat (short-term dispute),
dan tidak ada kepastian tentang hasil akhirnya bila dibawa ke

pengadilan.

B. Mediasi sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa
I. Latar Belakang Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian suatu perkara memerlukan waktu yang tidak dapat
ditentukan. Tidak diketahui berapa lama waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan perkara di pengadilan di Indonesia, akan tetapi sebagai
conteh ialah suatu perkara sengketa rumah yang diduduki tanpa hak oleh
pihak lain dimulai pemeriksaan perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta
tahun 1972 sampai tahun 2002 (30 tahun) belum memperoleh putusan
akhir dan kalau kemudian diputus untuk eksekusi pun diperlukan waktu

dan biaya yang sulit diduga. Jumlah perkara yang belum dapat
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diselesaikan sangat tinggi dan menjadi beban para hakim di Indonesia.
Kenyataan-kenyataan tersebut terdahulu merupakan suatu alasan kuat
mengapa banyak negara kini berpaling kepada apa yang disebut
Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian
Sengketa (APS).?

Kata Alternatif menunjukkan bahwa para pihak yang bersengketa itu
bebas melalui kesepakatan bersama memilih bentuk dan tata cara apa yang
terdapat didalam APS dan akan diterapkan kepada penyelesaian
sengketanya. Seperti diketahui kelemahan-kelemahan beberapa sistem
yudisial yang ada sekarang dan sering dipersoalkan adalah mahal dan
berlarut-larutnya pemeriksaan dan penyelesaian, serta membutuhkan
waktu yang panjang da.n melelahkan.?

Alternatif penyelesaian sengketa dapat diberi batasan sebagai
sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif
atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk APS/
arbitrase agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak.**

Phillip D. BOSTWICK* menyatakan bahwa ADR itu adalah:

“Sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan (A
set of practices and legal techniques that aim):

a) Menyelesatkan sengketa hukum diluar pengadilan demi
keuntungan para pihak (To permit legal disputes to be resolved
outside the court for the benefit of all disputants).

b) Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu
yang biasa terjadi (To reduce the cost of conventional litigation
and the delay to which it is ordinarily subjected)

¢) Mencegah terjadinya .sengketa hukum yang biasanva diajukan
ke pengadilan (to prevent legal disputes that would otherwise

likely be brought to the court)”

2 Priyama Abdurrasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu

Pengantar, Jakarta: Fikahati Aneska, 2002, hal 11.

B Ibid, hal 12
# Ibid, hal 16.
¥ BOSTWICK, Phillip D. : Going private wilh the judicial System, 1995.
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II. ADR dalam Masyarakat Indonesia

Sebagian besar penduduk Indonesia hidup di pedesaan. Mereka
merasa dirinya sebagai bagian dan alam sekitarnya (alam semesta).
Dengan kata lain, penduduk senantiasa harus menyesuaikan perilakunya
dengan tata hidup alamiah untuk mencapai kebahagiaan. Sehubungan
dengan hal tersebut, mereka dalam berperilaku memperhitungkan
ketentuan-ketentuan gaib yang tidak tampak.

Jika timbul sengketa di antara mereka, jarang sekali dibawa ke
pengadilan negeri untuk diselesaikan. Mereka lebih suka dan dengan
senang hati membawa sengketa ke lembaga yang tersedia pada masyarakat
adat untuk diselesaikan secara damai. Dalam masyarakat hukum adat,
penyelesaian sengketa biasanya dilakukan di hadapan kepala desa atau
hakim adat.

Perlu disadari bahwa secara historis, kultur masyarakat Indonesia
sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus. Pengembangan
penyelesaian sengketa di Indonesia sesnai dengan mekanisme
pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian sengketa
secara adat. Alasan kultural bagi eksistensi dan pengembangan ADR di
Indonesia tampaknya lebih kuat dibandingkan alasan ketidakefisienan
proses peradilan dalam menangani sengketa.

Di Indonesia, proses penyelesaian melalui ADR bukanfah sesuatu
yang baru dalam nilai-ntlai budaya bangsa kita yang berjiwa kooperatif.
Nilai kooperatif dan kompromi dalam penyelesaian sengketa muncul di
mana saja di Indonesia. Pada masyarakat Batak yang relatif memiliki nilai
litigious, masih mengandalkan forum rmnggun adat yang intinya
penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. Di
Minangkabau, dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara
umum berperan sebagai mediator dan konsiliator. Konsep pembuatan
keputusan dalam pertemuan desa pada suku Jawa tidak didasarkan atas
suara mayoritas, tetapi dibvat oleh keseluruhan yang hadir sebagai suatu

kesatuan.
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ADR mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena

keserasiannya dengan sistem sosial-budaya tradisional berdasarkan

musyawarah mufakat. Beberapa hal dibawah ini merupakan keuntungan

yang sering muncul dalam ADR.*

1)

2)

3

4)

5)

Sifat kesukarelaan dalam proses

Para pihak percaya bahwa ADR memberikan jalan keluar yang
potensial untuk menyelesaikan masalah dengan lebih baik bila
dibandingkan dengan prosedur litigasi dan prosedur lainnya yang
melibatkan para pembuat keputusan dan pihak ketiga. Secara
umum, tidak seorang pun dipaksa untuk menggunakan prosedur-
prosedur ADR.

Prosedur yang cepat

Karena prosedur ADR bersifat informal, pihak-pihak terlibat
mampu untuk menegosiasikan syarat-syarat penggunaannya. Hal
ini mencegah terjadinya penundaan dan mempercep.at Proses
penyelesaian,

Keputusan nonyudisial

Wewenang untuk membuat keputusan tetap berada pada pthak-
pihak yang terlibat atau tidak didelegasikan kepada pembuat
keputusan dan pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak
terlibat mempunyai lebih banyak kontrol terhadap hasil-hasil
sengketa dan mampu meramalkan.

Kontrol terhadap kebutuhan organisasi

Prosedur ADR menempatkan keputusan di tangan orang yang
mempunyal posisi tertentu (penting), baik untuk menafsirkan
tujuan-tujuan jangka panjang dan jangka pendek dari organisasi
yang terlibat maupun menafsirkan dampak-dampak positif dan
negatif dari setiap pilihan penyelesaian masalah tertentu. Pihak
ketiga dalam membuat keputusan yang mengikat suatu isu sering
kali meminta bantuan seorang hakim, juri atau arbiter.

Prosedur rahasia

* Priyatna Abdurrasyid, Op.cit., hal. 17.
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Prosedur ADR memberikan jaminan kerahasiaan bagi para pihak
dengan porsi yang sama. Pihak-pihak dapat menjajaki pilihan-
pilihan sengketa yang potensial dan hak-hak mereka dalam
mempresentasikan data untuk menyerang balik tetap dilindungi.
Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah
Prosedur APS memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi
parameter-parameter isu yang sedang didiskusikan dan cakupan
dari penyelesaian masalah. Di samping itu, memungkinkan
pengembangan cara penyelesaiaan yang lebih komprehensif untuk
membahas penyebab  persengketaan. Prosedur ini dapat
menghindari kendala prosedur yudisial yang sangat terbatas pada
pembuatan keputusan pengadilan yang didasarkan pada titik sempit
hukum, seperti apakah prosedur yang resmi sudah ditkuti atan
belum.

Hemat waktu

Selama imi proses penyelesaian masalah sering mengalami
keterlambatan yang cukup berarti dalam menunggu kepastian
tanggal persidangan. Prosedur ADR menawarkan kesempatan yang
lebih cepat untuk menyelesaitkan sengketa tanpa harus
menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan litigasi.
Dalam banyak hal, waktu adalah uang dan penundaan penyelesaian
masalah memerlukan biaya yang sangat mahal. Penyelesaian
sengketa yang dikembangkan melalui penggunaan prosedur ADR
merupakan alternatif penyelesaian masalah yang tepat.

Hemat Biaya

Besarmya biaya biasanya ditentukan oleh lamanya ‘waktu yahg
dipergunakan. Pihak ketiga yang netral rata-rata memasang tanf
yang lebih rendah untuk mengganti waktu mereka dibandingkan
apabila membayar pengacara hukum.

Pemeliharaan hubungan

ADR menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan

dengan memperhatikan kebutiuhan-kebutuhan pihak-pihak terlibat.
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II1.

10)

11)

12)

Dengan kata lain, ADR mampu mempertahankan hubungan-
hubungan kerja yang sedang begalan maupun untuk masa
mendatang.

Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan.

DPalam ADR, para pihak yang telah mencapai kesepakatan
cenderung untuk memenuhi syarat-syarat atau isi kesepakatan yang
telah ditentukan oleh ﬁengambil keputusan (pihak ketiga). Faktor
ini membantu para pihak yang terlibat untuk menghindari litigasi
yang tidak efektif.

Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil.

Pihak-pihak  yang  menegosiasikan sendiri  penyelesaian
sengketanya mempunyai lebih banyak kontrol terhadap hasil-hasil
penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian melalui negosiasi atau
mediasi lebih mudah memperkirakan keuntungan dan kerugian
dibandingkan jika kasus tersebut diselesaikan melalui arbitrase atau
di depan seorang hakim.

Keputusan bertahan sepanjang waktu.

Keputusan penyelsaian sengketa dengan prosedur ADR cenderung
bertahan sepanjang wakttu. Jika di kemudian hari persengketaan itu
memimbulkan masalah, pihak-pihak terlibat lebih memanfaatkan
bentuk pemecahan masalah yang kooperatif dibandingkan

menerpakan pendekatan adversial atan pertentangan.

Kritik umum terhadap Lembaga Peradilan

Kritik yang muncul terhadap peradilan bukan hanya gejala yang

tumbuh di Indonesia, melainkan terjadi di seluruh dunia® Di negara-
negara industri maju, kritik yang dilontarkan masyarakat pencari keadilan,
terutama dan kelompok ekonomi, jauh lebih gencar. Kalangan ekonomi
Amerika menuduh bahwa hancurnya perekonomian nasional disebabkan

oleh mahalnya biaya peradilan.

¥ Suyud Margono, Op. cir., hal. 65
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Kenyataan atas kntik yang menganggap bahwa mahalnya biaya
berperkara ikut mempengaruhi kehidupan perekonomian bukan hanya
terjadi di Amerika, melainkan terjadi di banyak negara. Kntik terpenting
dari berbagai negara (wujud krtiknya hampir sama) terangkum dalam
uraian sebagai berikut.

1. Penyelesaian sengketa “lambat™
a. Penyelesaian perkara melalui proses litigasi pada umumnya
lambat atau waste of time.
b. Hal diatas (a) mengakibatkan proses pemenksaan bersifat
sangat formal (formalistic) dan sangat teknis (technically).
c. Arus perkara makin deras sehingga peradilan dijejali
dengan beban yang terlampau banyak (overloaded).
2. Biaya perkara “mahal”
Semua pihak menganggap biaya perkara sangat mahal, apalagi bila
dikaitkan dengan lamanya peuyelesaian. Makin lama penyelesaian
mengakibatkan makin tinggt biaya yang harus dikeluarkan, seperti
biaya resmi dan upah pengacara yang harus ditanggung. Melihat
kenyataan biaya perkara yang mahal membuat orang berperkara di
pengadilan menjadi lumpuh dan terkuras segala sumber daya,
waktu, dan pikiran (itigation paralyze people)®
3. Peradilan tidak tanggap (unresponsive).
Krtik lain yang ditujukan kepada pengadilan adalah berupa
kenyataan, pengalaman, dan pengamatan bahwa pengadilan kurang
tanggap dan tidak responsif atau wunresponsive dalam bentuk
perilaku. Kritik tersebut antara lain sebagai berikut.
a. Pengadilan kurang tanggap membela dan melindungi
kepentingan umljm serta sering mengabaikan perlindungan
umum dan kebutuhan masyarakat.

b. Pengadilan dianggap sering berlaku tidak adil atau unfair.

2 Jack Etheridge dalam peter lovenheim Meditate dont litigate (new york: Mc. Graw
Hill Publishing Comp. 1989}, p- 23.
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Kmtik ini didasarkan atas alasan bahwa pengadilan dalam
memberikan kesempatan serta keleluasaan pé]ayanan hanya

kepada lembaga besar dan orang kaya.

4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.

Berdasarkan kenyataan, putusan pengadilan tidak mampu
memberikan penyelesaian yang memuaskan kepada para pihak.
Putusan pengadilan tidak mampu memberi kedamaian dan
ketentraman kepada pihak-pihak yang berperkara. Hal ini antara
lain disebabkan oleh berbagai hal sebagai berikut.

a. Salah satu pihak pasti menang dan pihak lain pasti kalah.
(win-lose).

b. Keadaan kalah menang dalam berperkara tidak pemah
membawa k?._damaian.,' tetapi menumbuhkan bibit dendam
dan permusuhan serta kebencian.

Putusan pengadilan membingungkan.
d. Putusan pengadilan sering tidak memberi kepastian hukum

{uncertainty) dan tidak bisa diprediksi (unpredictable).

5. Kemampuan para hakim bersifat “generalis”

Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat
terbatas. Ilmu pengetahuan yang mereka miliki hanya di bidang
hukum. Di luar itu, pengetahuan mereka hanya bersifat umum.
Memperhatikan ‘para hakim hanya manusia generalis, sangat
mustahil mereka mampu menyelesaikan sengketa yang mengadung
kompleksitas dalam berbagai bidang misalnya sengketa konstruksi.
Sengketa tersebut berkaitan langsung dengan masalah teknologi

konstruksi, akuntansi, perkreditan dan sebagainya.

" Faktor utama penyebab hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga pengadilan adalah sistem peradilan yang terlampau formal dan
teknis. Sifat formal dan teknis pada sistem peradilan mengakibatkan
penyelesaian sengketa terlunta-lunta sehingga membutuhkan waktu yang
lama padahal masyarakat menghendaki penyelesaian yang cepat dan biaya

murah.
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Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, mediare
yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang
ditampilkan pihak ketiga sebagal mediator dalam menjalankan tugasnya
menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak; “berada di
tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak
memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga
kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga
menumbuhkan kepercayaan (trust) dari pihak yang bersangkutan.?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesta, kata mediasi dibern arti
sebagai proses pengikutsertaan pthak ketiga dalam penyelesaian suatu
perselisihan  sebagai penasihat.30 Pengertian mediasi yang diberikan
Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penling. Pertama,
mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang
terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam
penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dan luar pihak
yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa
tersebut bertind_s_:_k sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-
apa dalam pengambilan keputusan.

Penjelasan mediasi dan sisi kebahasaan {(etimologi) lebih
menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak
bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini amat
penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian
sengketa lainnya seperti arbitrase, hegosiasi, adjudikasi, dan lain-lain.
Mediator berada pada posisi di ‘tengah dan netral’ antara para ;;ihak yang
bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan
sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.

Dalam mediasi, penyelesaian perselisthan atau sengkela lebih

banyak muncul dari keinginan dan insiatif para pihak, sehingga medialor

* Syahrial Abbas, Op. cit., hal. 2
% Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, Kamus Besar

Bahasa Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988) hal. 569.

Unlversltas Indonesia

s . DI

- =T T



30

berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam
membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparsial atau tidak
memihak. Kedudukan mediator seperti ini amat penting, karena akan
menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan
kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya
menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.”'

Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak
yang bersengketa dengan melai(ukan identifikasi persoalan yang
dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan
alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai
kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki
kewenangan untuk membenkan saran atau menentukan proses mediasi
dalam mengupayakan penyelesaian sengketa, mediator tidak memiliki
kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi
persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan,
schingga menghasilkan kesepakatan (agreement) dan para pihak.
Agreement dapat dicapai bila mediator mampu menjalankan mediasi*? di

antara para pihak yang bersengketa.

Ruang Lingkup Mediasi

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas
dimensi dan ruang lingkupnya. Konflik dan persengketaan dapat saja
tegadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Konflik dalam
wilayah publik berkait dengan kepentingan umum, dimana negara
berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut.
Dalam kasus pidana pelaku kejahatan atau pelanggaran tidak dapat
melakukan tawar menawar dengan negara sebagai penjelma dan penjaga
kepentingan umum. Lain halnya dengan hukum privat dimana titik berat
kepentingan terletak pada kepentingan perseorangan (pribadi). Dimensi

privat cukup luas cakupannya yang meliputi hukum keluarga, hukum

M Syahrial Abbas, /bid, hal.7.
3 Cara untuk mencari penyelesaian rmasalah melalui diskusi (musyawarah) secara

langsusng, antara pihak—pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut.
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kewarisan, hukum kekayaan, hukum perjanjian (kontrak), bisms, dan lain-
lain. Dalam dimensi hukum privat atau perdata, para pihak yang
bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketanya melalui jalur
hukum di pengadilan ataupun di luar pengadilan. Hal ini sangat
dimungkinkan karena hukum prnvat/ perdata, titik berat kepentingan
terletak pada para pihak yang bersengketa, bukan negara atau kepentingan
umum. Oleh karena itu tawar-menawar dan pembayaran sejumlah
kompensasi untuk menyelesaikan sengketa dapat terjadi dalam dimensi ini

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki
ruang lingkup utama berupa wilayah privat/ perdata. Berbagai jenis
sengketa perdata dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian
melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar
pengadilan.

Dalam perundang-undangan Indonesia ditegaskan ruang hngkup
sengketa yang dapat dijalankan melalul xegiatan mediasi. Dalam Undang-
undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif
Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat
perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian
sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan menyampingkan
penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (Pasal 6).

Dalam proses mediasi, mediator bersikap tidak memihak dan
menjadi penghubung yang netral yang membantu para pihak untuk
menyelesaikan sengketa di antara mereka, dengan membuat perjanjian
perdamaian dan melaksanakan perjanjian yang mengikat para pihak secara
hukum; Mediator menggunakan beberapa teknik untuk membantu para
pihak dalam mencari keinginan tersembunyi dari para pihak,
mengembangkan solusi dengan .kreatif dan bemnegosiasi solusi yang
menguntungkan dan memuaskan bagi para pihak. Mediator tidak mengatur
para pihak, tetapi lebih memfasilitasi komunikasi, membantu para pihak

untuk menemukan solusi yang terbaik. Tugas mediator antara lain adalah :
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a. Untuk menentukan apakah dimungkinkan bagi suatu kasus
untuk diselesaikan melalui mediasi atau apakah para pihak yang
bersengketa dapat berpatisipasi dalam menyelesaikan sengkata.

b. Menjelaskan proses mediasi dan tugas mediator.

Membantu para pihak dalam bertukar informasi dan

d. Membantu para pihak dalam menentukan dan merencanakan
perjanjian perdamaian.

Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang
semakin umum diberbagai bidang, Pihak yang bersengketa menggunakan
fasilitas mediasi dalam berbagai sengketa, antara lain perdagangan,
hukum, diplomatik, perburuhan, lingkungan, hak atas tanah, hak atas tanah
adat, hubungan industrial, sektor bisnis, hukum keluarga dan lain-lain,
dimana mediasi dapat-menyelesaikan konflik dan membantu menemukan

solusi tanpa menggunakan proses litigasi dan proses peradilan yang formal

Mediasi dalam Hukum Nasional.

Penyelesaian konflik(sengketa) secara damai telah dipraktikkan
dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad vyang lalu.
Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa mereka secara cepat
dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas
atau menckan kebebasan individual. Masyarakat Indonesia, sebagaimana
masyarakat lainnya di dunia, merasakan bahwa konflik atau sengketa yang
muncul dalam masyarakat tidak boleh dibiarkan terus-menerus, tetapi
harus diupayakan jalan penyelesaiannya. Dampak dari konflik tidak hanya
memperburuk hubungan antar para pihak, tetapi juga dapat mengganggu
keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Penyelesaian konflik atau sengketa dalam masyarakat mengacu pada
prnsip “kebebasan” yang menguntung kedua belah pihak. Para pihak
dapat menawarkan opsi penyelesaian sengketa dengan perantara tokoh
masyarakat. Para pihak tidak terpaku pada upaya pembuktian benar atau

salah dalam sengketa yang mercka hadapi, tetapi mereka cenderung
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memikirkan penyelesaian untuk masa depan, dengan mengakomodasi
kepentingan-kepentingan mereka secara berimbang.

Berikut ini dikemukakan sejumiah peraturan perundang-undangan
yang menjadi dasar yundis bagi penerapan mediast di pengadilan dan
khususnya mediasi di luar pengadilan. Mediasi dengan landasan
musyawarah menuju kesepakatan damai mendapat pengaturan tersendiri
dalam sejumlah produk hukum Hindia Belanda maupun dalam produk
hukum setelah Indonesia merdeka sampai han ini.

Pada masa kolonial Belanda pengaturan penyelesaian sengketa
melalui upaya damai lebih banyak ditwjukan pada proses damai di
lingkungan peradilan, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan,
kolonial Belanda lebih cenderung memberikan kesempatan kepada hukum
adat. Belanda meyakini bahwa hukum adat mampu menyelesaikan
sengketa kaum pribumi secara damai, tanpa memerlukan intervensi pihak
penguasa Kolomal Belanda. Hukum adat adalah hukum yang paling hidup
(living law) dan keberadaannya menyatu dengan masyarakat pribumi.
Masyarakat Indonesia (pnbumi) tidak dapat dilepaskan dari kehidupan
adat mereka termasuk dalam penyelesatan kasus hukum.

Pada masa itu lembaga peradilan diberikan kesempatan untuk
mendamaikan para pihak yang bersengketa. Kewenangan mendamaikan
hanya sebatas kasus-kasus keluarga dan perdata pada umumnya seperti
perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan berbagai aktivitas bisnis lainnya.*?
Dalam Pasal 130 HIR (Het Herziene Indonesich Reglement, Staatsblad
1941:44), atau Pasal 154 R.Bg (Rechtsreglement Buitengewesten,
Staatsblad, 1927: 227) atau Pasal 31 Rv (Reglement op de
Rechtsvordering, Staatsblad 1874:52), disebutkan bahwa hakim atau
majelis hakim akan mengusahakan perdamaian sebelum perkara mereka
diputuskan. Ketentuan dalam pasal tersebut menggambarkan bahwa
penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian darni

penyelesaian sengketa di pengadilan.

M R. Tresna, Komentar HIR, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal. 298.
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Peraturan perundang-undangan pada masa Belanda juga mengatur
penyelesaian sengketa melalui upaya damai di luar pengadilan. Upaya
tersebut dikenal dengan arbitrase. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam
Pasal 615-651 Rv, atau Pasal 337 HIR atau Pasal 154 R.Bg. ketentuan
dari pasal-pasal ini antara lain berbunyi : Jika orang bangsa bumiputra dan
orang Timur Asing hendak menyuruh memutuskan perselisihannya oleh
juru pemisah, maka dalam hal itu mereka wajib menurut peraturan
mengadili perkara bagi bangsa Eropa.34 Pada dasarnya pasal 377 HIR
memberikan peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk meminta
bantuan atau jasa baik dan pihak ketiga guna menyelesaikan perselisihan
mereka. Pihak ketiga dikenal dengan scheidsgerecht atau pengadilan wasit.
Hakim pengadilan dapat memberikan pengesahan atau menolak

memberikan pengesahan jika ditemukan kesalahan formil menurut

undang-undang dapat membatalkan keputusan yang dibuat oleh

scheidsgerecht atau pengadilan wasit.

Pada masa setelah kemerdekaan sampai sekarang,

Dalam peradilan di Indonesia, proses penyelesaian perkara/ sengketa
menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini berlaku pada
lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah
Apung dan badan-badan peradilan dibawahnya. Namun pada
kenyataannya asas ini mengalami kendala dalam praktik peradilan, karena
banyaknya perkara yang masuk, terbatasnya tenaga hakim dan minimnya
dukungan fasilitas bagi lembaga peradilan terutama peradilan tingkat
pertama yang wilayah hukumnya meliputi kabupaten/ kota. Penumpukkan
tidak hanya terjadi pada tingkat pertama dan banding, tetapi juga pada
tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Akibat tersendatnya perwujudan asas
ini telah mengakibatkan pencari keadilan kesulitan mengakses keadilan
(acces to justice) guna mendapatkan hak-hak secara tepat.

Terhadap keadaan tersebut, sebenarnya Indonesia memiliki aturan

hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat

M R. Tresna, fbid., hal. 295.
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baik di lingkunga peradilan maupun di luar peradilan. Di lingkungan
peradilan dapat ditempuh jalur damai melalui mediasi, dimana hakim
terlibat untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Di luar
pengadilan dapat ditempuh jalur arbitrase, mediasi, negosiasi atau fasilitast
sebagali bentuk altematif penyelesaian sengketa. Namun ketentuan-
ketentuan yang ada tidak menegaskan secara konkret mediast sebagai
salah satu bentuk penyelesaian sengketa, baik di pengadilan maupun di
luar pengadilan.

Ketentuan mengenai mediasi baru ditemukan dalam Undang-undang
nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altemnatif Penyelesaian
Sengketa, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga
Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 02 Tahun 2003
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alterntif Penyelesalan Sengketa membawa angin baru bagi para pihak
yang ingin menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan. Penyelesaian
sengketa di luar Pengadilan menganut prinsip sama-sama menguntungkan
(win-win solution), dan berbeda dengan penyelesaian sengketa di
pengadilan di mana pninsip yang dianut menang-kalah. Undang—undang
ini memberikan dorongan kepada para pihak bersengketa agar
menunjukkan itikad baik, karena tanpa itikad baik apapun yang diputuskan
di luar pengadilan tidak akan dapat dilaksanakan.

Undang-undang nomor 30 tahun 1999 mengatur dua hal utama yaitu
arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Hal itu menegaskan bahwa
sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase dan altematif
penyelesalan sengketa adalah sengkéta perdata dan bukan sengketa yang
termasuk dalam hukum publik.

Posisi mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di
luar pengadilan dalam Undang-undang nomor 30 tahun 1999 ini berada
dibawah payung alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian

sengketa terdiri atas sejumlah cara penyelesaian sengketa di luar
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pengadilan berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilai
ahli.

VI. Mediasi di Lnar Lembaga Pengadilan.

Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2000 merupakan landasan yunidis bagi penyelenggaraan
mediasi di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam undang-undang ini
mengatur pelaksanaan mediasi, terutama mengenai jangka wakftu
pelaksanaan mediasi dan mediator yang memfasilitasi jalannya mediasi
tersebut. |

Dalan undang-undang 1ni diatur bahwa sebagai tahap pertama
penyelesiaan sengketa dapat dilaksanakan diantara para pihak yang
bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga. Namun jika kesepakatan tidak
tercapai maka para pihak dapat menunjuk seorang atau lebih mediatc;r,
dan paling Iarhbat 7 (tujuh) han setelahnya mediasi harus sudah
dilaksanakan. Kemudian dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, kesepakatan
diantara para pihak harus tercapai, dituangkan dalam bentuk tertulis dan
ditandatangani oleh para pihak yang berkaitan. Setelah terjadi kesepakatan,
maka kesepakatan tersebut haruslah di daftarkan ke Pengadilan Negeri
setempat.

Sehingga penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan
bukan berarti mediasi tidak ada kaitan sama sekali dengan pengadilan.
Mediasi tetap memiliki keterkaitan dengan pengadilan terutama
menyangkut hasil kesepakatan para pihak yang dalam mediasi yang
dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis di atas kertas bermaterai, yang
ditandatangani para pihak dan mediator. Menurut undang-undang ini,
diatur bahwa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal ditandatanganinya kesepakatan tersebut, lembar asli atau salinan
autentik kesepakatan diserahkan atau didaftarkan oleh mediator atau pihak
ketiga lainnya, atau salah satu pihak, atau para pihak yang besengketa

kepada Panitera Pengadilan Negeri.
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BAB IIX

Mediasl oleh Badan Pertanahan Nasional

A. Dasar-dasar dan Landasan Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah.

Sengketa tanah telah menjadi permasalahan yang besar dan penting
pada negara berkembang, terutama di negara Indonesia yang dikenal dengan
luas wilayahnya dan dengan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Dan
hal tersebut diatas maka bukan suatu hal yang mustahil, terbuka kemungkinan
timbulnya perselisihary persengketaan hak baik materiil maupun secara formal.

Tanah merupakan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia
sehingga perlu diatur dan dikelola secara nasional untuk menjaga keberlanjutan
sistem kehidupan berbangsa dan bemegara. Pengelolaan yang dalam hal ini
termasuk juga untuk menyelesaikan masalah, sengketa, dan konflik pertanahan
yang timbul. _

Sesuai dengan maksud dan tnjuan Undang-Undang Pokok Agraria,
khususnya mengenai usaha-usaha meletakkan dasar-dasar dalam rangka
mengadakan kepastian hukum atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 19,
23, 32, dan 38 yang menghendaki agar pemerintah menyelenggarakan
Pendaftaran Tanah yang bersifat Rechts Cadaster dengan asas bahwa
penguasaan saja terhadap suatu bidang tanah belum merupakan jaminan bahwa
orang tersebut berhak atas tanahnya,

Sebagaimana diketahui Undang-undang Pokok Agrara (Undang-
undang nomor 5 Tahun 1960) dalam Pasal 2 mengenai hak menguasai Negara
atas Tanah telah diuraikan bahwa kewenangan-kewenangan dari negara
tersebut adalah berupa:

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan,

persediaan dan pemeltharaan bumi, air dan ruang angkasa.

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara

orang-orang dan bumi, air dan ruang angkasa.

¢. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang

dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan'

ruang angkasa.
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Dari kewenangan tersebut walaupun secara tegas-tegas tidak diatur,
akan tetapi wewenang untuk memberikan sesuatu hak atas tanah adalah
kewenangan negara yang daiam hal ini Badan Pertanahan Nasional.

Berdasarkan héll tersebut maka wewenang pemberian hak tersebut
dilakukan oleh pemerintah (Badan Pertanahan Nasional), sehingga setiap
perselisihan maupun persengketaan hak atas tanah merupakan pula sebagian
dari tugas pemerintah didalam fungsi administrasi,’

Di bidang pertanahan, belum ada suatu peraturan perundang-undangan
yang secara eksplisit memberikan dasar hukum penerapan ADR. Namun
demikian hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak
menumbuhkembangkan lembaga ADR di bidang pertanahan berdasarkan dua
alasan, yakni pertama, di -dalam setiap senpgketa perdata yang diajukan di
Pengadilan, hakim selalu mengusulkan untuk penyelesaian secara damai oleh
para pihak (130 HIR). Kedua, secara eksplisit cara penyelesaian masalah
berke;naan dengan bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam kegiatan
pengadaan tanah diupayakan melalui musyawarah.

Di tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menterni Negara
Agrana/ Ka. BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Pertanahan, guna menangani dan menyelesaikan sengketa tanah yang
muncul, agar penanganannya dapat dilaksanakan secara terkoordinasi antar
unit keja di lingkungan Kantor Badan Pertanahan Nasional dan instansi lain.

Dengan berjalannya waktu, penyelesaian sengketa melalui ADR secara
implisit dimuat dalam Perpres no. 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan
Nasional (BPN). Dalam struktur organisasi BPN dibentuk satu kedeputian
yakni Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan
Pertanahan Nasional di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan
konflik pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan. Deputi ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan

kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengkela dan konflik
pertanahan.

¥ Rusmadi Murad, Op. cit, hal. 14.
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Deputi ini berfungsi untuk melaksanakan perumusan kebijakan teknis,
pengkajian dan pemetaan berbagai masalah sengketa dan konflik secara
sistematis; penanganan masalah secara hukum maupun non hukum;
pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah melalui bentuk mediasi, fasilitasi,
dll; pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan
pertanahan; penyiapan pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara
orang dan/ atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.’®

Pembentukan kedeputian tersebut menyiratkan dua hal. Pertama bahwa
penyelesaian berbagai konflik dan sengketa pertanahan itu sudah merupakan
hal yang wmendesak sehingga diupayakan membentuk kedeputian untuk
penanganannya. Kedﬁa, terdapat keyakinan bahwa tidak semua sengketa harus
diselesaikan melalui pengadilan.’’

Selain itu BPN telah pula menerbitkan Petunjuk Teknis Penanganan
masalah Pertanahan melalui Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun
2007.*® Yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Mediasi.sebagai
pedoman bagi mediator yang ditunjuk oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
dalam menangani proses mediasi. Petunjuk Teknis ini bertujuan agar terdapat
keseragaman, kesatuan pemahaman dan ataupun standarisasi bagi mediator
yang ditunjuk dalam proses mediasi.

Dari hal-hal tersebut diatas, maka penyelesaian sengketa hukum yang
merupakan sebagian dan tugas-tugas yang harus dipikul Badan Pertanahan
Nasional, kedeputian bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan dan bukan hanya sekedar kewajiban melainkan sudah merupakan
kebutuhan teknis bagi aparatnya yang memerlukan penanganan secara

sungguh-sungguh melalui cara-cara, prosedur dan pola yang konsisten

3 \ndonesia, Peraturan Pemerintah tentang Badan Pertanahan Nasional, PP Nomor 10

Tahun 2006, pasal 21-23,

¥ Maria S. W. Sumardjone, Op. cif. hal. 7.
*® 1bid.
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B. Asas-asas dalam Penyelesaian Sengketa

Asas-asas yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa tanah

khususnya adalah asas penguasaan dan pemilikan tanah.

Asas-asas yang berlaku mengenai penguasaan dan pemilikan tanah dan

perlindungan yang diberikan oleh Hukum Tanah Nasional kita kepada para

pemegang hak atas tanah, sebagai hukumnya suatu “negara yang berdasar atas

hukum”, seperti yang ditegaskan dalam penjelasan undang-undang dasar 1945

adalah:*?

a.

Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk
keperluan apapun, harus dilandasi hak atas tanah yang disediakan
oleh Hukum Tanah Nasional kita;

Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan

haknya, tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana

(Undnag-undang nomor 51/Prp tahun 1960 tentang Larangan

Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak atau Kuasanya);

Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan hak

yang disediakan oleh Hukum Tanah Nasional, dilindungi oleh

Hukum terhadap gangguan oleh siapapun, baik oleh sesama

anggota masyarakat haupun oleh pihak penguasa/ pemerintah

sekalipun, jika gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya.

Bahwa oleh Hukum disediakan berbagai sarana hukum untuk

menanggulangi gangguan hukum yang ada:

1. Gangguan oleh sesama anggota masyarakat: gugatan perdata
melalui Pengadilan Umum atau meminta perlindungan Bupati/
Walikotamadya sebagai yang diatur oleh UU No. 51/ Prp/ 1960
di atas.

2. Gangguan oleh penguasa : gugatan melalui Pengadilan Umum
atau Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untuk

keperluan apapun (juga untuk proyek-proyek kepentingan umurm)

perolehan tanah yang dihaki seseorang, haruslah melalui

% Arie S Hutagalung, op. cit. hal. 377-378.
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musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Baik mengenai
penyerahan tanahnya kepada pihak yang memerlukan maupun
mengenai imbalannya yang merupakan hak pemegang hak atas
tanah yang bersanglutan untuk menerimanya;

Bahwa sehubungan dengan apa yang tersebut diatas, dalam
keadaan biasa, untuk memperoleh {anah yang diperlukan tidak
dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan oleh pihak
stapapun kepada pemegang haknya untuk menyerahkan tanah
kepunyaannya dan atau menerima imbalan yang tidak disetujuinya;
Bahwa dalam keadaan yang memaksa, jika tanah yang
bersangkutan diperlukan untuk penyelenggaraan kepentingan

umum, yang tidak mungkin menggunakan tanah yang lain, dapat

T mTEE T T
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dilakukan pengambilannya secara paksa. Dalam arti tidak
memerlukan persetujuan pemegang haknya.

h. Bahwa dalam perolehan atau pengambilan tanah, baik atas dasar
kesepakatan bersama maupun melalui pencabutan hak, pihak yang
empunya tanah berhak memperoleh imbalan atau ganti kerugian;

i. Bahwa bentuk dan jumlah imbalan atau ganti kerugian tersebut
haruslah sedernikian rupa hingga bekas yang empunya tanah tidak
mengalami kemunduran, baik dalam bidang sosial maupun pada

tingkat ekonominya.

C. Tahapan Mediasi
Dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan
Penyelesaian Masalah Pertanahan nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang
Tahapan Medias1 dijelaskan bahwa mekanisme mediasi adalah sebagai

berikut :
Tahap Pra Mediasi

1. Persiapan untuk mempertemukan kedua belah pihak

a. Mengetahui pokok masalah dan duduk masalah
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b. Apakah masalah tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi

atau tidak.

¢. Pembentukan tim penanganan sengketa tentatif, tidak keharusan,

ada kalanya pejabat struktural yang berwenang dapat langsung

menyelenggarakan mediasi.

d. Penyiapan bahan, selain persiapan prosedur disiapkan bahan-

bahan yang diperlukan untuk melakukan mediasi terhadap
pokok sengketa, resume telaahan. Agar mediator sudah
menguasai substansi masalah, meluruskan persoalan, saran
bahkan peringatan jika kesepakatan yang diupayakan akan
cenderung melanggar peraturan dibidang pertanahan, misalnya
melanggar kepentingan pemegang hak tanggungan, kepentingan
ahli wans lain, melanggar hakekat pemben haknya (berkaitan
dengan tanah redistnibusi)
e. Menentukan waktu dan tempat mediasi.

Dalam tahap ini, pihak BPN baik di tingkat kabupaten,
kotamadya ataupun propinsi, memperoleh pengaduan dan
masyarakat mengenai adanya suatu sengketa yang terjadi. Kemudian
berdasarkan pengaduan/ permohonan penyelesaian sengketa yang
diterima, pihak BPN menganalisa masalah yang diajukan, melihat
kemungkinan apakah terhadap permasalahan tersebut dapat
diselesaikan dengan proses mediasi.

Jika sengketa yang terjadi diduga dapat diselesaikan dengan
mediasi, maka pihak BPN membentuk suatu tim penanganan
sengketa secara tentatif. Hal ini tidak selalu wajib dilakukan; jika
keadaan memungkinkan, maka pejabat struktural di lingkungan
Kantor Pertanahan tersebut dapat menyelenggarakan prosedur
mediasi

Tim atau pejabat struktural yang ditunjuk kemudian
menyiapkan bahan dan prosedur untuk melaksanakan proses mediasi
sesuai dengan Kkeadaan sengketa, sehingga mediator dalam

melaksanakan tugasnya dapat menguasai substansi masalah, serta
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meluruskan persoalan, memberikan saran, bahkan mengingatkan

para pihak yang bersengketa jika kesepakatan yang dikehendaki para

pihak cenderung melanggar peraturan pertanahan yang ada. Dalam
hal ini mediator harus bersifat netral dan kooperatif terhadap kedua
belah pihak.

II. Undangan:

a. Disampaikan kepada para pihak yang berkepentingan, instansi
terkait (apabila dipandang perlu) untuk mengadakan
musyawarah penyelesaian sengketa dimaksud, dan diminta
untuk membawa serta data/ informasi yang diperlukan.

b. Penataan struktur pertemuan dengan posisi tempat duduk huruf
“U seat” atau lingkaran.

Setelah dibentuk tim penanganan sengketa maka pihak kantor
Pertanahan membuat undangan untuk disampaikan kepada para
pihak yang terkait dengan sengketa, uniux mempertemukan pihak-
pihak tersebut dengan mediator pada waktu dan tempat tertentu.

Dalam pelaksanaan proses mediasi, posisi tempat duduk antara
para pihak dengan mediator dibentuk sedemikian rupa sehingga

- membentuk lingkaran atau “U seat”; hal imi bertujuan untuk
membertkan suasana yang hangat dan kekeluargaan sehingga dalam
proses mediasi, para pihak merasa dihargai, dan bersikap terbuka

dalam mengemukakan dan menyelesaikan sengketa yang- ada.

Tahap Mediasi
1II. Kegiatan Mediasi :
 Tahap ini sudah memasuki tahap mediasi, dimana para pihak
dan mediator dipertemukan dalam suatu waktu dan lempat terteniu
yang telah disepakati, dan mediator menjalankan fungsinya sebagai
mediator yang memfasilitasi para pihak untuk bemegostasi untuk
menyelesaikan sengketa diantara mereka.

Dalam tahap ini, mediator berfungsi :

Universitas Indonesla




44

Mengatasi hambatan hubungan antar pihak (hubungan personal

antar pihak).

Mencairkan suasana diantara kedua belah pihak yang
bersengketa, suasana akrab, tidak kaku.

Penjelasan peran mediator

1)

2)
3)

4)

5)

Sebagai pihak ketiga yang tidak memihak (berkedudukan
netral)

Kehendak para pihak tidak dibatasi.

Kedudukan para pihak dan kedudukan mediator sendiri
harus netral. .

Kunci dari sesi ini adalah penegasan mengenai kesediaan
para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi
dan oleh mediator Badan Pertanahan Nasional

Dalam hal-hal tertentu berdasarkan kewenangannya
(authnri.ias mediator autoritatif} mediator dapat melakukan
intervensl/ campur tangan dalam proses mencari
kesepakatan dan persoalan yang disengketakan (bukan
memihak), untuk menempatkan kesepakatan yang hendak
dicapai sesuai dengan hukum pertanahan. Hal ini perlu
dipahamti cleh para pihak agar tidak menimbulkan dugaan

aprion.

Klarifikasi para pihak

1)

2)

3)

4

5)

Para pihak mengetahui kedudukannya.

Dikondisikan tidak ada rasa apriori pada salah satu pihak/
kedua belah pihak dengan objektivitas penyelesaian
sengketa, kedudukan, hak, dan kewajiban sama.
Masing-masing berhak memberikan dan memperoleh
infornasi/data yang disampaikan lawan.

Para pihak dapat membantah atau meminta klarifikasi dari
lawan dan wajib menghormati pihak lainnya.

Pengaturan pelaksanaan mediasi.
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6) Dari permulaan mediasi telah disampaikan aturan-aturan
mediasi yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat
dalam mediasi.

7) Aturan tersebut inisiatif dan mediator atau disusun baru
kesepakatan para pihak, penyimpangan tersebut dapat
dilakukan dengan persetujuan para pihak.

8) Aturan-aturan tersebut antara lain untuk menentukan:

a. apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan mediator.

b. aturan tata tertib diskusi dan negosiasi

c. pemanfaatan dari kaukus

d. pembenan waktu untuk berpikir, dsb.

e. perumusan aturan tersebut mungkin akan mengundang
perdebatan yang pamjang, namun bagi mediator yang
sudah terbiasa melakukan tugasnya tidak sulit

mengatasinya.

IV. Menyamakan pemahaman dan menetapkan agenda Musyawarah:

a)

b)

Para pihak diminta untuk menyampaikan permasalahannya serta
opsi-opsi alternatif penyelesaiaan yang ditawarkan, sehingga
ditank benang merah permasalahannya agar proses negosiasi
selalu terfokus pada persoalan (isu) tersebut. Disini dapat terjadi
kesalahpahaman baik mengenai permasalahannya, pengertian
yang terkait dengan sengketanya atau hal yang terkait dengan
pengertian status tanah negara dan individualisasi. Perlu upaya/
kesepakatan untuk menyamakan pemahaman mengenai berbagai

hal. mediator/ Badan Pertanahan Republik Indonesia harus

memberi koreksi jika pengertian-pengertian persoalan yang’

disepakati tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

agar tidak terjadi kesesatan.

Menetapkan agenda musyawarah (setting agenda)

1) Setelah persoalan yang dapat menimbulkan mis interpretasi
diatasi, kemudian ditentukan agenda yang perlu dibahwa (

setelah diketahui persoalan yang melingkupi sengketa)
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2) Agenda musyawarah bermaksud agar proses musyawarah,
diskusi, negosiasi dapat terarah dan tidak melebar/ keluar
dari fokus persoalan mediator harus menjaga momen
pembicaraan sehingga tidak terpancing atau terbawa/ larut
oleh pembicaraan para pthak.

3) Mediator menyusun acara/ agenda diskusi yang mencakup
substansi permasalahan, alokasi waktu, jadwal pertemuan

berikutnya yang perlu memperoleh persetujuan para pihak.

V. Identifikasi kepentingan:

VI

a)

b)

Dilakukan identifikasi untuk menentukan pokok masalah
sebenarnya, serta relevansi sebagai bahan untuk negosiasi.
Pokok masalah harus selalu menjadi fokus proses mediasi
selanjutnya. Jika terdapat penyimpangan mediator harus
mengingatkan untuk kembali pada fokus permasalahan.
Kepentingan yang menjadi fokus mediasi dapat menentukan
kesepakatan penyelesaiannya. Kepentingan disini tidak harus
dilihat dari aspek hukum saja, dapat dilihat dan aspek lain
sepanjang memungkinkan dilakukan negosiasi dan hasilnya
tidak melanggar hukum.

Generalisasi opsi-opsi para pihak:

a)

b)

d)

Pengumpulan opsi-opsi sebagai altenatif yang diminta
kemudian dilakukan generalisasi alternatif tersebut schingga
terdapat hubungan antar alternatif dengan permasalahannya.
Dengan generalisasi terdapat kelompok opsi yang tidak
dibedakan dan siapa, tetapi Bagaimana cara menyelesaikan opsi
tersebut melalui negosiasi, maka proses negoriasi lebih mudah.
Opsi adalah sejumlah tuntutan dan alternatif penyelesaian
terhadap sengketa dalam proses mediasi.

Kedua belah pihak dapat mengajukan opsi-opsi penyelesaian
yang diinginkan:

1. Dalam mediasi autoritatif, —mediator juga dapat

menyampaikan opsi atau altemnatif yang lain
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Contoh:

Generalisasi opst yang dipilih misalnya: batas tanah tetap

dibiarkan, tanah tetap dikuasai secara nyata, pihak yang

seharusnya berhak meminta ganti rugi.

Tawar menawar opsi dapat berlangsung alot dan tertutup

kemungkinan dapat terjadi dead-lock, disini mediator harus

menggunakan sesi pribadi (periode session atau caucus).

Negosiasi tahap terpenting dalam mediasi.

2)

b)

d)

Pertanahan.

Cara tawar menawar terhadap opsi-opsi yang telah
ditetapkan, disini dapat timbul kondisi yang tidak
diinginkan. Mediator harus mengingatkan maksud dan
tujuan serta fokus yang dihadapi.

Sesi pnbadi (sesi berbicara secara pribadi) dengan salah
satu pihak harus sepengetahuan dan persetujuan pihak
lawan. Pihak lawan harus diberikan kesempatan
menggunakan sesi pribadi yang sama.

Proses negosiasi sering kali harus dilakukan secara
berulang-ulang dalam waktu yang berbeda.

Hasil dari tahap ini adalah serangkaian daftar opsi
yang dapat dijadikan alternatif penyelesaian sengketa

vang bersangkutan.

Dalam tahap ini para pihak mengemukakan keinginannya,
kemudian dilakukan generalisasi alternatif yang mengakomodasi
keinginan para pihak tersebut. Tahap ini dapat berjalan lancar
ataupun sangat sulit. Para pihak dapat bertahan dengan keinginannya
masing-masing dan tidak mau bernegosiasi. Dalam tahap ini peran
mediator sangat dibutuhkan untuk memperingatkan para pihak
mengenai tyjuan dari dilaksanakannya mediasi. Selain itu mediator,
dengan pengetahuannya sebagai pegawai Kantor Pertanahan, juga
dapat memberi saran atau masukan mengenai opsi-opsi yang dipilih

oleh para pihak agar tidak melanggar peraturan di bidang
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VII. Penentuan opsi yang dipilih:

a) Ada daftar opsi yang dipilih.

b) Pengkajian opsi-opsi tersebut oleh masing-masing pihak.

¢} Menentukan menerima atau menotak opsi tersebut.

d) Menentukan keputusan menghitung untung rugi bagi masing-
masing pihak.

e) Para pihak dapat konsultasi pada pihak ketiga misainya:
pengacara, para ahli mengenai opsi-opsi tersebut.

f) Mediator harus mampu mempengaruhi para pihak untuk tidak
menggunakan kesempatan guna menekan pihak lawan. Disini
diperlukan perhitungan dengan pertimbangan logis, rasional dan
objektif untuk merealisasikan kesepakatan terhadap opsi yang
dipilih tersebut.

g) Kemampuan mediator akan diuji dalam sesi ini.

h) Hasil dari keéiatan ini berupa puftusan mengenai opsi yang
diterima kedua belah pihak, namun belum final, harus
dibicarakan lebih lanjut.

Dalam tahap im masing-masing pihak yang telah
mengemukakan kenginan-keinginan mereka dan menawarkan
keinginan dari pihak yang satu kepada pihak lain, membuat beberapa
opsi penyelesaian masalah berdasarkan keinginan kedua belah pihak.
Mediator dalam hal ini harus bersikap netral dan tidak memihak, dan
menekankan kepada para pihak bahwa mediasi ini bertujuan untuk
menyelesaikan sengketa dengan cepat dan dengan tujuan win-win-

solution.

VIII. Negosiasi akhir:

a) Para pihak melakukan negosiasi final yaitu klarifikasi
ketegasan mengenai opsi-opsi yang telah disepakati bagi
penyelesaian sengketa dimaksud.

b) Hasil dari tahap ini adalah putusan penyelesaian sengketa yang

merupakan kesepakatan para pihak yang bersengketa.
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Kesepakatan tersebut pada pokoknya berisi opsi yang ditenima,
hak dan kewajiban para pihak.

Klarifikasi kesepakatan para pihak.

Penegasan/ klarifikasi ini diperlukan agar para pihak tidak
ragu-ragu lagi akan pilihannya untuk menyelesaikan sengketa
tersebut dan sukarela melaksanakannya.

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam menegaskan keinginan

dan masing-masing pihak, mediator memastikan bahwa para pihak

benar-benar menginginkan apa yang disepakati untuk menyelesaikan

sengketa tanah ini. Sehingga pada pelaksanaannya nanti, para pihak

melaksanakannya dengan sukarela.

a)

b)

c)

d)

Formalisasi kesepakatan penyelesaian sengketa:

Dirumuskan dalam bentuk kesepakalan atau agreement/
perjanjian

Dengan kesepakatan tersebut secara substansi mediast telah
selesai sementara tindak lanjut pelaksanaannya menjadi
kewenangan pejabat Tata Usaha Negara.

Setiap kegiatan mediasi hendaknya dituangkan dalam berita
acara mediasi.

Hasil mediasi dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk
ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Formalisasi kesepakatan secara tertulis dengan menggunakan
format perjanjian.

Dalam setiap mediasi perlu dibuat laporan hasil mediasi yang
berlangsung.

Agar mempunyai kekuatan mengikat berita acara tersebut

ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Tahap Paska Mediasi

Perjanjian penyelesaian sengketa yang telah ditandatangani oleh

para pihak dan mediator ini kemudian dijadikan dasar untuk melakukan

legalisasi aset ataupun pelayanan pertanahan lainnya oleh pihak yang
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bersangkutan di Kantor Pertanahan setempat sehingga para pihak yang
berhak atas bidang tanah yang disengketakan akan memperoleh haknya
dan kepemilikan pihak tersebut didukung dengan dibuatnya sertipikat."®
Proses legalisasi aset ataupun pelayanan pertanahan lainnya dilaksanakan
oleh Kantor Pertanahan setempat berdasarkan permohonan pihak yang
berkepentingan, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak Badan
Pertanahan Nasional sebagaimana pelayanan pertanahan yang dilakukan
seperti biasa.

Dalam petunjuk teknis nomor 5/ JUKNIS/ D.V/ 2007 tidak diatur
mengenal pendaftaran perjanjian mediasi tersebut ke Pengadilan Negeri
setempat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 30
tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada
mediasi sengketa tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan
Nasional, setiap kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian
Penyelf;saian Sengketa (Perdamaian), dapat segera ditindaklanjuti oleh
para pihak dengan mengajukan permohonan pelayanan pertanahan ke
kantor Pertanahan setempat.

Dengan demikian para pihak yang bersengketa menyelesaikan
sengketa tanah diantara mereka di lvar pen'gadila.n dan sama sekali tidak
berhubungan dengan Pengadilan, dan tetap akan memperoleh apa yang
menjadi hak masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah
dibuat. Dengan legalisasi aset para pihak oleh Kantor Pertanahan
setempat, maka mereka akan memiliki sertipikat alas aset mereka, dan
mempunyai alat bukti yang kuat yang dapat dipertahankan terhadap
pihak lain selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

. Analisa Kasus Penyelesaian Sengketa Tanah dengan Mediasi di Kantor

Pertanahan Kota Jambi.

Berdasarkan Laporan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara

Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Jambi tahun 2009 terdapat 24 kasus

mengenai sengketa, konflik dan perkara yang ditangani oleh Kantor

 Wawancara dengan Dopang Tambunan di Jakarta tanggal 16 Mei 2010.
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Kotamadya Jambi. Dan jumlah tersebut, 6 kasus diantaranya selesai melalui
mediasi dan sampai saat penelitian ini dilakukan, masih ada 4 kasus yang
masih dalam tahap mediasi. Berdasarkan fakia tersebut, dapat dilihat bahwa
sedikitnya ada 25% kasus dari total kasus yang ada dalam tahun 2009 ini
diselesaikan melalui mediasi.

Selain kasus yang masih dalam tahap mediasi dan telah selesai melalui
mediasi, kasus-kasus lain sisanya diselesaikan melalui proses penyelesaian
anfara lain pada tahap proses penelitian (4 kasus), dalam proses pengadilan (5
kasus), sudah inkracht (4 kasus} dan lain-lain.

Kasus-kasus yang dalam tahapan mediasi ataupun telah diselesaikan
melalui mediasi pada tahun 2009 di Kotamadya Jambi diantaranya adalah
sengketa tanah mengenai penguasaan dan pemilikan tanah, batas/ letak bidang
tanah, penetapan hak dan pendaftaran tanah.

Berdasarkan laporan tersebutf, diketahui bahwa pihak dalam sengketa
tersebut adalah antara perorangan dengan perorangan.

Berikut ini akan dibahas dua kasus sengketa tanah yang telah berhasil

diselesaikan dengan mediasi.

a. Mediasi terhadap Sengketa Tanah antara Djauhary SY dengan Ansori
MS yang terletak di Kelhirahan TL Bakung, Kota Jambi.
Kasus Posisi:
Abdurahchman Haji Saman mempunyai hutang pada Sanin dengan syarat
bahwa hutang tersebut dibayar dengan sebuah sertipikat bidang tanah yang
terdaftar sebagai M.7441/ Talang Bakung kepada Sanin
Di lain pihak, Sanin meminjam uang kepada Ruslan TB dengan menjadikan
tanah yéng dijanjikan Abdurachman Haji Saman sebagai jaminan pelunasan
utangnya. Sehingga jika Sanin lidak membayar hﬁtangnya pada waktu yang
telah disepakati bersama, maka tanah tersebut akan menjadi milik Ruslan
TB.
Kemudian, pada Tahun 1996 Ruslan TB menjual sebagian tanah yang
merupakan jaminan pelunasan utang Sanin tersebut kepada Djauhari SY,

SH seluas 1000 m®secara dibawah tangan dengan kuitansi pembayaran.
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Kemudian pada tahun 2006 telah terjadi pembayaran pembelian sebidang
tanah seluas 2000 m’. Pembayaran dilakukan oleh Ansori MS dan diterima
oleh Ruslan TB.

Dalam perkembangannya, dilakukan pengukuran ulang yang akhimya
menimbulkan fakta baru bahwa luas tanah milik Ruslan TB tersebut adalah
seluas 1756m’. Dalam hal ini terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah
antara Djauhan SY dan Ansori MS.

Analisa permasalahan:

Dalam kasus ini, Ansori MS dan Djauhari SY merasa berhak memiliki

sebidang tanah yang sama yang dibeli melalui Ruslan TB.

Proses Mediasi

1. Mediasi terhadap sengketa kepemilikan atas sebagian bidang tanah
dengan sertipikat hak milik nomor 7441/ Talang Bakung ini diawali
dengan pengaduan saudara Djauhari SY kepada Kantor Pertanahan
Kota Jambi pada tanggal 17 Maret 2009

2. Pihak Kantor Pertanahan kemudian menindaklanjuti surat Djauhar SY
dengan menginmkan undangan kepada para pihak yang terkait dengan
sengketa tersebut pada tanggal 15 April 2009.

3. Kemudian mediasi dilaksanakan pada tanggal 16 April 2009 yang
bertempat di kantor Pertanahan Kota Jambi.

4. Mediasi dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi.

Peserta Mediasi sesuai dengan daftar hadir:

a. Nama : Ir. Alim Bastian
NIP/Pangkat : 19660727 199303 1 004/ Pembina Muda (IVa),
Jabatan :  Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi
b. Nama © : Wala Yuli Anasn
NIP/ Pangkat : 19610727 198303 | 004/ Penata (11L.c)
Jabatan :  Kepala Seksi Penanganan Konflik Sengketa dan
Perkara.
c. Nama :  Kurniyawati SH
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NIP/Pangkat : 19721024 199603 2 001/ Penata Muda TK I

(II1.b)
Jabatan . Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
d. Nama :  Bunyamin, SH
NIP/Pangkat : 19640429 198303 1 003/ Penata Muda TK. I
(I1L.b)
Jabatan :  Kepala Sub Seksi Konflik Sengketa Pertanahan.
e. Nama : Djauhari SY
Pekerjaan . Pensiunan Polisi.
Alamat : Kel. Talang Bakung Kec. Jambi Selatan Xota
Jambi
f. Nama :  Anson MS
Pekerjaan . Wiraswasta
Alamat : RT 14 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota
Jambi.

6. Mediasi dilaksanakan pada pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat dan

berlangsung selama 2 (dua) jam dan telah menghasilkan keputusan
bahwa kedua belah pihak sepakat tentang:
Sebidang tanah sertipikat hak milik nomor 7441/ Talang Bakung tetap
menjadi milik Ansori MS dengan konpensasi bahwa pihak Djauhan
SY, SH diberi vang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

7. Terhadap keputusan ini, dibuatlah Pefanjian Penyelesaian Sengketa

Perdamaian, yang terdiri dan 4 pasal.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dinyatakan bahwa
mediasi ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur
dalam Petunjuk Teknis nomor 5/ JUKNIS/ D.V/ 2007.

Proses mediasi diawali dengan adanya surat dari satu pihak yang
merasa tanah yang dimilikinya ada dalam keadaan sengketa.

Kemudian berdasarkan surat pengaduan tersebut pihak Kantor

Pertanahan Kotamadya Jambi, mempelajari kasus dan mencan tahu pokok
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dan duduk permasalahan. Setelah itu tim penanganan sengketa dibentuk dan
ttim menetukan waktu dan tempat mediasi.

Para pihak diundang untuk mengadiri proses mediasi.

Dalam prosesnya, terdapat negosiasi diantara kedua belah pihak
sehingga tercapal suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam
kesepakatan tersebut tercantum segala hak dan kewajiban para pihak dan
telah terlaksana dengan baik.*'

Kemudian  berdasarkan  Perjanjian  Penyelesaian  Sengketa
(Perdamaian), pihak Ansori MS dapat mengajukan permohonan balik nama
terhadap sertipikat Hak Milik no 7441/ Talang Bakung di Kantor
Pertanahan Kota Jambi. Biaya untuk melakukan balik nama di Kantor
Pertanahan juga termasuk dalam hal-hal yang disepakati dalam perjnajian
mediasi ini. B

Perjanjian Penyelesaian Sengkela tersebut oleh pihak Badan
Pertanahan Nasional merupakan dasar dilakukannya balik nama terhadap
sertipikat yang bersangkutan. Dengan demikian berdasarkan perjanjian
penyelesaian sengketa tersebut, dapat dilakukan balik nama serrtipikat,
sehingga pihak Anson MS menguasai tanah tersebut dengan alas hak yang
sah yang dapat dipertahankan terhadap pihak lain.

Mediasi terhadap sengketa tanah yang melibatkan dua pihak dengan
permasalahan yang tidak terlalu rumit, serta ditambah dengan kemauan
kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan diantara mereka,
sangat efisien sehingga dapat menghemat wakiu dan biaya. Hal ini berlaku
bagi para pihak, dan tentu saja juga pihak badan pertanahan nasional

. Mediasi terhadap Sengkeia Tanah antara B. Lature dengan Syafruddia

dan Rasman yang terletak di Kelurahan The Hok, Kota Jambi.

Kasus Posisi:

Permasalahan berawal dari permohonan pengukuran ulang terhadap bidang
tanah dengan Sertipikat Hak Milik nomor 2085/ The Hok yang diajukan
oleh B.Lature ke Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi.

1 Wawancara dengan Ibu Kurniyawati, SH, di Jambi tanggal 26 Januari 2010.
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Dari hasil pengukuran ulang tersebut diketahui bahwa sebelah utara tanah
tersebut sebagian kecil dikvasai oleh Syafruddin yaitu seluas 11 m?, dan di
sebelah timur tanah tersebut berbatasan dengan sdr. Rasman dan sebagian
kecil dikuasai oleh sdr. Rasman yaitu 2.5 m2.

Terhadap permasalahan ini kemudian B. Lature mendatangi Kantor

Pertanahan Kota Jambi untuk memohon penyelesaian masalah dengan cara

mediasi.

Analisa Permasalahan :

Adanya penyerobotan yang dilakukan oleh pemilik tanah yang berbatasan
dengan tanah milik B. Lature, yakni Syafruddin dan Rasman.

Proses Mediasi:

1. Mediasi sengketa batas ini diawali dengan permohonan sdr. B. Lature
secara langsung ke Kantor Pertanahan Kota Jambi pada tanggal 6 April
2009, yang melaporkan adanya bidang tanah miliknya yang dikuasai
oleh pihak lain.

2. Pada tanggal 28 Met 2009, pthak Badan Pertanahan WNasional
mengundang para pihak yang terlibat dalam sengketa ini untuk
melaksanakan mediasi.

3. Kemudian mediasi dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2009 yang
bertempat di kantor Perlanahan Kota Jambi.

4. Mediasi dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi.

5. Peserta Mediasi sesuai dengan daftar hadir:

a. Nama : Ir. Alim Bastian
NIl’:’fPangkat- : 19660727 199303 1 004/ Pembina Muda (IVa),
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan i(ota Jambi

b. Nama : Wala Yuli Anasri
NIP/ Pangkat : 19610727 198303 1 004/ Penata (III.c)
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Konflik Sengketa dan
Perkara..

c. Nama : Kurniyawati SH
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NIP/Pangkat  : 19721024 199603 2 001/ Penata Muda TK 1 (IIL.b)

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan
d. Nama : Bunyamin, SH
NIP/Pangkat  : 19640429 198303 1 003/ Penata Muda TK. I
(111.b)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Konflik Sengketa Pertanahan.
e. Nama : B. Lature.

Karena pihak ‘Rasman dan Syafruddin tidak hadir maka Mediasi
ditunda sampai tanggal 1 Juni 2009. Namun pada tanggal yang telah
ditentukan tersebut, pithak Rasman dan Syafruddin tidak juga hadir .
Pada tanggal 2 Juni 2009 dilaksanakan pemenksaan fisik dan
administratif di lapangan oleh:

a. Nama : Wala Yuli Anasri
NIP/ Pangkat : 19610727 198303 1 004/ Penata (I1I.c)
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Konflik Sengketa dan

Perkara.

b. Nama : Kumniyawati SH
NIP/Pangkat : 19721024 199603 2 001/ Penata Muda TK 1 (1IL.b})
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan

¢. Nama : Bunyamin, SH
NIP/Pangkat :19640429 198303 1 003/ Penata Muda TK. I (IILb)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Konflik Sengketa Pertanahan.

Pada saat dilaksanakan pemeriksaan fisik dan administratif ini,
para pihak yang melaksanakan pemeriksaan bertemu dengan pihak
Rasman dan Syafruddin, dan dalam pertemuan dilapangan tersebut,
mereka sepakat untuk berdamai dan sepakat untuk mengganti luas yang
telah dipakai oleh mereka, dalam hal ini Syafruddin seluas 11 m? dan

Rasman 2,5 m’.

Pada kasus ini, dapat dilihat bahwa sengketa batas diantara para pihak

yang tinggal bersebelahan dapat dengan mudah terjadi, terlebih lagi jika
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batas diantara bidang tanah yang bersangkutan tanaman ataupun benda yang
" mudah bergerak.

Penguasaan sebagian tanah milik pithak lain, dapat saja terjadi karena
kesengajaan ataupun kealpaan.

Pada dasarnya seperii hal diatas, jika para pihak berkeinginan untuk
menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah, maka permasalahan
ini tidaklah rumit.

Dapat dilihat bahwa mediasi terhadap masalah yang sederhana seperti
ini sangat menguntungkan dan meringankan para pihak dan juga pihak
ketiga, yakni Badan Pertanahan Nasional.

Dalam pé]aksanaarmya, mediasi dalam sengketa ini tidak harus
dilaksanakan dalam ruangan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya,
dalam kasus diatas dapat dilihat bahwa mediasi dan kesepakatan para pihak
terjadi saat dilaksanakan pemeriksaan fisik di lapangan, dan ketika terjadi
kesepakatan, maka para petugas Badan Pertanahan yang bertugas secara
spontan membuat berita acara dengan tulisan tangan. Dapat dilihat bahwa
esensi mediasi untuk mencapai kesepakatan tanpa prosedur yang panjang
dan lama tercapai.

Pada kasus ini, tidak dibuat kesepakatan dalam bentuk Perjanjian
Penyelesaién Sengketa (perdamaian). Karena pada saat dilakukan
pengukuran, para pihak, berdasarkan keterangan pengukuran dan arahan
dan staf Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, bersepakat untuk
melaksanakan negosiasi diantara mereka sendin tanpa difasilitasi oleh
seorang atau lebth mediator dari Badan Pertanahan Nasional.

Pada kasus ini memang tidak terdapat. Perjamjian Penyelesaian
Sengketa, namun pada dasarnya sengketa tanah diantara para pihak berhasil
diklarifikasi dan para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya sendiri.

Dengan berlakunya Petunjuk Teknis mengenai Penanganan dan
penyelesaian masalah Pertanahan khususnya tentang Petunjuk Teknis
tentang pelaksanaan mediasi, maka setiap sengketa tidaklah perlu diajukan

ke pengadilan, melainkan cukup dengan mediasi saja.
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BABIV
PENUTUP

A. SIMPULAN

Sengketa tanah yang telah menjadi permasalahan yang rutin, memaksa
Badan Pertanahan Nasional untuk mencari terobosan baru, untuk mengurangi
jumlah permasalahan dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan
yang ada dengan efektif dan efisien. '

Pelaksanaan mediasi berdasarkan juknis nomor 5/ JUKNIS/ D.V/ 2007
telah memberikan dasar bagi Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan
mediasi terhadap sengketa tanah tertentu, yakmi sengketa yang menurut aturan
Badan Pertanahan Nasional dapat divpayakan penyelesaiannya dengan
mediasi. Upaya ini merupakan upaya pertama yang dilakukan. Dan ketika
tidak dapat menemukan titik temu, maka perkara/ sengketa tersebut
diselesaikan melajui jalur pengadilan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, setiap sengketa atau
perkara mediasi yang berhasil diselesaikan dengan mediasi menguntungkan
para pihak. Berdasarkan perjanjian mediasi yang telah dibuat, para pihak
dapat langsung mengajukan legalisasi aset ataupun permohonan pelayanan
pertanahan sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian mediasi,
schingga para pihak akan memperoleh sertiptkat atas apa yang menjadi hak
mereka.

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dapat diambil
simpulan sebagai berikut :

1. Kekuatan Peganjian Penyelesaian Séngketa (Perdamaian) melalui
Mediasi yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan mengikat para
pihak karena perjanjian tersebut merupakan kesepakatan antara para
pihak yang dibuat dengan suka rela dan tanpa paksaan. Perjanjian
lersebut merupakan dasar untuk legalisasi aset atau permohonan
pelayanan pertanahan di Kantor pelayanan setempat yang akan berakhir
dengan dikeluarkannya sertipikat, sehingga perjanjian ini juga mengikat
pthak ketiga.
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Berdasarkan hal tersebut maka kedudukan putusan mediasi oleh Kantor -

Pertanahan adalah sebagai komponen atau sumber data yuridis dalam
melakukan pendaftarah tanah dan pemeliharaan data yang
diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan.

Segala kesepakafan mengenai keadaan bidang tanah, menjadi sumber
data yuridis bagi pendaftaran tanah dan pemeliharaan data bidang tanah
tersebut.

2. Pada dasamya memang tidak semua sengketda tanah dapat diselesaikan
dengan proses mediasi. Namun pada setiap sengketa antara kepentingan
pribadi/ perseorangan, maka mediasi dapat diupayakan, meskipun pada
kenyataannya, terhadap sengketa tanah yang salah satu pihaknya
merupakan badan hukum/ perusahaan, tetap diupayakan mediasi si luar
pengadilan sehagai upaya pertama.

Terhadap sengketa tanah yang dikategorikan oleh Badan Pertanahan
Nasional sebagai kasus yang dapat diupayakan proses mediasi, maka
penyelesaian proses ini merupakan hal yang efektif, dan terobosan yang
baik dalam upaya penyelesaian sengketa tanah di Indonesia.

Mengingat bahwa setiap pihak tidak periu berhubungan dengan pihak
pengadilan, dan perjanjian penyelesaian sengketa (mediasi) langsung
menjadi dasar untuk melakukan legalisasi aset atau permohonan
pelayanan pertanahan di Kantor Badan Pertanahan setempat, maka

mediasi mengatasi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan

dalam pertanahan.

B. SARAN
Sebagal terobosan yang baru bagi penanganan dan penyelesaian
masalah pertanahan, mediasi memang merupakan proses penyelesaian
sengketa yang sangat efisien dan efektif.
Namun sosialisasi pelayanan pertanahan mengenai penyelesaian
sengketa dengan mediasi ini belum dilakukan dengan baik. pada kenyataan
dalam masyarakat, tidak banyak dari mereka yang mengetahui bahwa Kantor

Pertanahan dapat menyelenggarakan mediasi mengenai sengketa tanah.
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Selain itu, sosialisasi mehgenai kekuatan dan proses dan hasil mediasi
yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan juga belum tersampaikan
dengan baik kepada masyarakat luas. Anggapan bahwa penyelesaian masalah
melalui badan peradilan mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat masih
mempengaruhi pandangan masyarakat sehingga banyak dan mereka yang
lebih memilih menyelesaikan sengketa tanah diantara mereka melalui jalur
pengadilan.

Dalam hal ini perlu diadakan sosialisasi yang lebih giat dan lebih luas,
baik oleh pihak Badan Pertanahan Nasional ataupun oleh masyarakat yang
sadar hukum sehingga pelaksaan mediasi sengketa tanah dapat menyelesaikan
lebih banyak sengketa tanah di Indonesia. Dengan harapan bahwa jumlah
tanah yang bersengketa semakin berkurang dan perekonomian negara dalam
skala besar akan meningkat.

Selain itu mediator dalam pelaksanaan mediasi sebaiknya tidak hanya
berasal dari pihak kantor pertanahan saja, hal ini guna lebih mencapai sifat
yang netral pada mediator. Sehingga dalam pelaksanaannya, pihak
Pertanahan sebagai regulator dan dalam hal ini sebagai pihak yang membantu
penyelesaian sengketa tanah, terhindar dan kecenderungan untuk berlaku
tidak adil.

Kemudian kategorisasi sengketa yang dapat atau tidak dapat
diselesaikan dengan mediasi sebaiknya diketahui oleh masyarakat umum,
sehingga pihak Pertanahan tidak berlaku sewenang-wenang dalam

menentukan apakah suatu sengketa dapat diselesaikan dengan mediasi atau
tidak.
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PETUNIUK TEKNIS
NOMOR : 05/JUKNIS/D.V/2007

TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN MEDIASI

Do ¢

1. PENDAHULUAN :'“_

1. UMUM

a. Bahwa selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan/iitigasi, di
dalam sistem hukum nasional dikenal penyelesaian sengketa melalui
lembaga di iuar peradilan/non litigasi sebagaimana yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrese dan Altermaif
Penyelesaian Sengketa.

b. Bahwa salah satu alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan melalui
proses mediasi yang merupakan proses penyelesaian berdasarkan
prinsip win-win solution yang diharapkan penyelesaiannya secara
memuaskan dan diterima semua pihak.

c. Bahwa salah satu fungsi Deputi Bidang Pengkajian dan Penyelesaian
Sengketa dan Konflik Pertanahan sebagaimana yang diatur daiam pasal
345 Peraturan Kepzla Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2006 adalah pelaksanaan alternatif penyelesaian
masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi,
fasilitasi, dan lainnya.

d. Bahwa untuk itu dipandang perlu dikeluarkan petunjuk teknis dalam
penanganan/penyelesaian masalah melalui mediasi.

2. DASAR

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 104 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor
5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nornor
9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata{Jsaha Negara;

d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor
8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;

e. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa;

f. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan
© Nasional; :
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g. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Naslonal Republik Inc

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Pertanahan Naslonal Republlk Indonesia;
h. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Naslonal Republik Indonesia Nomor

4 Tahun 2006 tetang Organisasi dan Tata Kerja kantor Wilayah Badan
Pertanahan Naslonal dan Kantor Pertanahan.

. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Petunjuk teknis inl dimaksudkan sebagai pedoman bagi mediator yang
ditunjuk oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional, 'Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam
menangani proses mediasi.

b. Tujuan dari pada petunjuk teknis ini adalah agar terdapat keseragaman,

kesatuan pemahaman dan ataupun standarisasi bagi mediator yang
ditunjuk dalam proses mediasi.

RUANG LINGKUP
Petunjuk teknis ini meliputi mekanisme pelaksanaan mediasi dan formalisasi

~ penyelesaian permasalabannya berupa berita acara bagi mediator dalam

5.

II.

melakukan mediasi.

TATA URUT

Petunjuk Teknis mekanisme pelaksanaan mediasi disusun sebagai berikut :
I. PENDAHULUAN

II. PENGGOLONGAN

II1. PELAKSANAAN

IV. MEKANISME MEDIAS]

V. PENUTUP

PENGGOLONGAN

1. Mediasi adalah salah satu proses alternatif penyelesaian masalah ___
dengan bantuan pihak ketiga (mediator) dan prosedur yang disepakati - -
oleh para_pihak dimana mediator memfasilitasi untuk_dapat tercapai
suatu solusi (perdamaian) yang saling menguntungkan para pihak.

2. Mediator adalah orang/pejabat yang ditunjuk dari jajaran Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang disepakati oleh para pihak
yang besengketa untuk menyelesaikan permasalahanya.

3. Tipe Mediator :

a. Mediator Jaring Sosiat ( Social Network Mediator )
- Tokoh-tokoh masyarakat / informal misalnya : ulama atau tokoh
agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dll.
- biasanya mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat.
- penyelesaian sengketa didasari nilai-nilai sosial yang berlaku : -nilai
keagamaan / religi, adat kebiasaan, sopan santun, moral, dsb.
b. Mediator sebagai Pejabat yang berwenang ( Authoritative Mediator )




4.

- Tokoh formal, Pejabat-Pefabat yang mempunyal kompetensi -
dibldang sengketa yang ditanganl. _
- Disyaratkan orang yang mempunyai pengetahuan dengan sengketa
yang ditanganil.
c. Mediator Independen ( Independent Mediator )
- Mediator professlonal, orang yang berprofesi sebagal mediator,

mempunyat leglitimasi untuk melakukan negosiasi-negosiasl dalam
proses mediasi

- Konsultan hukum, pengacara, arbiter.
Musyawarah adalah kegiatan mempertemukan kedua belah pihak untuk
mengklarifikasi data yang ada pada masing-masing p1hak dalam rangka
mengupayakan perdamalan.
Perdamaian adalah kesepakatan dari para pihak untuk mengakhm
sengketanya.
Berita acara mediasi adalah suatu dokumen resmi yang dibuat dan
dipertanggungjawabkan oleh mediator dan para pihak yang ada di
dalamnya berisikan uraian hasil mediasi yang dilengkapi dengan data-
data pada saat dilakukan proses mediasi.

ITII. PELAKSANAAN

1.

Mediasi dilaksanakan oleh pejabat/pegawai yang ditunj J( dengan surat

tugas/surat perintah dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor

Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia.

. Mediator yang melakukan mediasi tersebut adalah termasuk tipe

Authoritative Mediator.

. Para pihak yang bersengketa harus mempunyai kepentingan langsung

terhadap masalah yang dimediasikan.

IV. MEKANISME MEDIASI

©

Persiapan untuk memperternukan kedua belah pihak :/

a. Mengetahui pokok masalah dan duduk masalah.

b. Apakah_g\asaiah tersebut dapat diselesaikan mefati mediasi atau
tidak. ¢ :

c. Pembentukan tim penanganan sengketa tentatif, tidak keharusan,
ada kalanya pejabat struktural yang berwenang dapat langsung
menyelenggarakan mediasi.

d. Penyiapan bahan, selain persiapan prosedur disiapkan bahan-
bahan yang diperlukan untuk melakukan mediasi terhadap pokok
sengketa, resume telaahan. Agar mediator sudah menguasat
substansi masalah, meluruskan persoalan, saran bahkan
peringatan jika kesepakatan yang diupayakan akan cenderung
melanggar peraturan dibidang pertanahan, missal melanggar
kepentingan pemegang hak tanggungan, kepentingan ahli waris
{ain, melanggar hakekat pemberian bhaknya (berkaitan dengan
tanah Redistribusi).

e. Menentukan waktu dan tempat mediasi.
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2. Undangan :

a.

b.

Disampalkan kepada Para.-pihak yang berkepentingan, instansi
terkait (apablia dipandang periu) untuk mengadakan musyawarah
penyelesaian sengketa dimaksud, dan diminta untuk membawa serta
data/informasi yang diperiukan.

Penataan struktur pertemuan dengan posisi tempat duduk huruf
“U Seat” atau lingkaran.

3. Kegiatan mediasl :

a.

b.

C.

Mengatast hambatan hubungan antar pihak (hubungan personal
antar pihak).

Mencairkan suasana diantara kedua belah pihak yang bersengketa,

suasana akrab, tidak kaku.

Penjelasan peran mediator

1). Sebagai pihak ketiga yang tidak memihak (berkedudukan netral),

2). Kehendak para pihak tidak dibatasi.

3}). Kedudukan para pihak dan kedudukan mediator sendiri harus
netral.

4). Kunci dari sesi ini adalah penegasan mengenai kesediaan para
pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan oleh
mediator Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

5). Dalam hal-hal tertentu berdasarkan kewenangannya (authoritas
mediator autoritatif) mediator dapat melakukan
intervensi/fcampur tangan dalam proses mencari kesepakatan dari
persoalan yang disengketakan (bukan memihak), untuk
menempatkan kesepzkatan yang hendak dicapai sesuai dengan
hukum pertanahan. Hal ini periu dipahami oleh para pihak agar
tidak menimbulkan dugaan apriori.

Klarifikasi para pihak

1). Para pihak mengetahui kedudukannya.

2). Dikondisikan tidak ada rasa apriori pada salah satu pihak/kedua
belah pihak dengan objektivitas penyelesaian sengketa,
kedudukan, hak, dan kewaiiban sama,

3). Masing-masing  berhak  memberikan dan  memperoieh
informasif/data yang disampaikan lawan.

4). Para pihak dapat membantah atau meminta klarifikasi dari lawan .

dan wajib menghormati pihak lainnya. -

5). Pengaturan pelaksanaan mediasi

6). Dari permulaan mediasi telah disampaikan aturan-aturan mediasi
yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam
mediasi.

7). Aturan tersebut inisiatif dari mediator atau disusun baru
kesepakatan para pihak, penyimpangan tersebut dapat dilakukan
dengan persetujuan para pihak.

8). Aturan-aturan tersebut antara lain untuk menentukan :

- apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan mediator
- aturan tata tertib diskusi dan negosiasi

- pemanfaatan dari kaukus

- pemberian waktu untuk berpikir, dsb.
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_ - Perumusan aturan tersebut mungkin akan mengundang
perdebatan yang panjang, namun bagi medlator yang sudah
terblasa melakukan tugasnya tidak sulit mengatasinya.

4. Menyamakan pemahaman dan menetapkan agenda Musyawarah :

a. Para pihak diminta untuk menyampaikan permasalahannya serta
opsi-opst alternatif penyelesalan yang ditawarkan, sehingga ditarik
benang merah permasalahannya agar proses negoslasi selalu
terfokus pada persoalan (isu) tersebut. Disini dapat terjadi
kesatahpahaman baik mengenai permasalahannya, pengertian yang
terkait dengan sengketanya atau hal yang terkait dengan
pengertian status tanah Negara dan Individualisasi. Perlu upaya/
kesepakatan untuk menyamakan pemahaman mengenai berbagai
hal. Mediator/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia harus
membersi koreksi jika pengertian-pengertian persoalan yang
disepakati tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
agar. tidak terjadi kesesatan.

b. Menetzpkan agenda musyawarah (setting agenda)

1). Setelah perscalan yang dapat menimbulkan mis interpretasi
diatasi, kemudian ditentukan agenda yang periu dibahas
(setelah diketahui persoalan yang melingkupi sengketa).

2). Agenda musyawarah bermaksud agar proses musyawarah,
diskusi, negosiasi dapat terarah dan tidak melebar/kelvar dari
fokus persoalan mediator harus menjaga momen pembicaraan
sehingga tidak terpancing atau terbawa/larut oleh pembicaraan
para pihak.

3). Mediator menyusun acarafagenda diskusi yang mencakup
substansi permasalahan, alokasi waktu, jadwal pertemuan
berikutnya yang rerdu memperoleh persetujuan para pihak,

5. ldentifikasi kepentingan :

a. Dilakukan tdentifikasi untuk menentukan pokok masalah sebenarnya,
serta relevansi sebagai bahan untuk negosiasi. Pokok masalah harus
selalu menjadi fokus proses mediasi selanjutnya. Jika terdapat
penyimpangan mediator harus mengingatkan untuk kembali pada
fokus permasalahan.

b. Kepentingan yang menjadi fokus mediasi dapat menentukan
kesepakatan penyelesaiannya. Kepentingan disini tidak harus dilihat
dari aspek hukum saja, dapat dilihat dari aspek lain sepanjang
memungkinkan dilakukan negosiast dan hasilnya tidak melanggar
hukum.

6. Generalisasi opsi-opsi Para Pihak :

a. Pengumpulan opsi-opsi sebagai alternatif yang diminta kemudian
dilakukan generalisasi alternatif tersebut sehingga terdapat
hubungan antar alternatif dengan permasalahannya.

b. Dengan generalisasi terdapat kelompok opsi yang tidak dibedakan
dari siapa, tetapi bagaimana cara menyelesaikan opsi tersebut
melalui negosiasi, maka proses negosiasi lebih mudah.

¢. Opst addlah sejumlah tuntutan dan alternatif penyelesaian terhadap
sengketa dalam suatu proses mediasi. '

R —— T Y TN



d. Kedua belah pthak dapat- mengajukan opsl-opsi penyelesaian yang

diinginkan :

1). Dalam mediasl autoritatif medlator Juga dapat menyampalkan
opsl atau altematif yang lain.
Contoh :

Generalisasl opsi yang dipilth misalnya: batas tanah tetap
dibiarkan, tanah tetap dikuasai secara nyata, plhak yang
seharusnya berhak meminta ganti rugi.

2). Tawar-menawar opsl dapat berlangsung alot dan tertutup
kemungkinan dapat terjadi dead-lock. Disini mediator harus
menggunakan sesl pribadi (periode session atau cancus).

3). ~ Negosiasi tahap terpentlng dalam mediasi.

a). Cara tawar-menawar terhadap opsi-opsi yang telah
ditetapkan, disini dapat timbul kondisi yang tidak
diinginkan. Mediator harus mengingatkan maksud dan
tujuan serta fokus permasalahan yang dihadapi.

b). Sesi pribadi (sesi berbicara secara pribadi) dengan salah
satu pihak hants sepengetahuan dan persetujuan pihak
tawan. Pihak lawan harus diberikan kesempatan
menggunakan sesi pribadi yang sama.

c). Proses negosiasi sering kali harus dilakukan secara
berulang-ulang dalam waktu yang berbeda.

d). Hasil dari tahap ini adalah serangkaian daftar opsi yang

dapat dijadikan alternatif penyelesaian sengketa yang
bersangkutan.

7. Penentuan opsi yang dipilih :

d.

(o

Ada daftar opsi yang dipitih.

b. Pengkajian opsi-opsi tersebut oleh masmg masing pihak.
c.
d. Menentukan keputusan menghitung untung-rugi bagi masing-masing

Menentukan menerima atau menolak opsi tersebut.

pihak.

Para pihak dapat konsultasi pada pihak ketiga misalnya: pengacara,
para ahli mengenai opsi-opsi tersebut.

Mediator harus mampu mempengaruht para pihak untuk tidak
menggunakan kesempatan guna menekan pihak lawan. Disini
diperiukan perhitungan dengan pertimbangan logis, rasional dan

objektif untuk merealisasikan kesepakatan terhadap opsi yang dipilin
tersebut.

. Kemampuan mediator akan diuji dalam sesi ini.

Hasil dari kegiatan ini berupa putusan mengenai opsi yang diterima
kedua befah pihak, namun belum final, harus dibicarakan lebih
fanjut.

8. Negosiasi akhir :

d.

Para pihak melakukan negosiasi final yaitu Klarifikasi ketegasan

mengenai opsi-opsi yang telah disepakati bagi penyelesaian
sengketa dimaksud.

b. Hasil dari tahap ini adalah putusan penyelesaian sengketa yang

merupakan kesepakatan para pihak yang bersengketa.
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C.

d.
e.

Kesepakatan tersebut pada pokoknya berisl: opsl yang diterima, hak
dan kewajiban para pihak.

Klarifikasl kesepakatan kepada para pihak.
Penegasan/klarifikasl inl diperlukan agar para pihak tidak ragu-raqu

lagi akan pilihannya untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan
sukarela melaksanakannya.

9. Formalisasl kesepakatan penyelesaian sengketa :

d.

b.

ejabat Tata Usaha Negara.
. Setiap Eegiaﬁn=_“ﬁ’re_7'd h

Dirumuskan dalam bentuk kesepakatan atau agreement/perjanjian
(D.1. 512 C).

Dengan kesepakatan tersebut secara substanst mediasi telah selesal,
sementara tindak lanjut pelaksanaannya menjadn kewenangan

fast nendaknya dituangkan dalam Berita Acara
Mediast (D.1. 512.A).

. Hasil mediasi dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk

ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Formalisasi kesepakatan secara tertulis dengan menggunakan format
petjanjian

Dalam setiap mediasi perfu dibuat laporan hasil mediasi vang
berlangsung (D.1. 512 B).

. Agar mempunyai kekuatan mengikat berita acara tersebut

ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

V. PENUTUP

1. Demikian petunjuk teknis ini dikeluarkan untuk menjadi pedoman dalam
mekanisme pelaksanaan mediasi.

2. Hal-hal yang masih belum jelas akan diatur kemudian.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal 31 MEI 2007

An. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I.
i Bidang Pengkajian Dan Penanganan
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PENYELESAIAN MASALAH TANAH
ANTARA B. LATURE DENGAN SYAFRUDDIN DAN RASMAN
YANG TERLETAK DI KELURAHAN THE HOK

{TARGET OPERASIH PERIODE | TAHUN 2009)

SEKST PENANGANAN SENGKETA KONFLIK DAN PERKARA
KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI
TAHUN 2009
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Pertimbangan

Dasar 1
2.
3.
4

MEMPERHATIKAN

Kepada

Uniuk S

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI

JI. Kol. Pol. M. Thaher No. 17 Jambi
Telp. (0741) 23652 Fax, (0741) 7553080

SURAT PERINTAH

Nomeor : SP.01/BPN-KOTA/2009

Bahwa dalam rangka Operasional Penanganan dan
Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan
secara konsisten dan sistemnatis di Kota Jambi dipandang
perlu dikeluarkan Surat Perintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, tentang Organisasi Tata
Kerja Badan Perlanahan Nasional Republik indonesia.
Peraturan Kepala Badan Peranahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
dan Kantor Pertanahan.

Keputusan Kepala Badan Perlanahan Nasional Republik
Indonesia No. 34 Tahun 2007, tentang Petunjuk’ Teknis
Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

: 1. Surat Perintah dari Kepala B8adan Perlanahan

Masonal  Republik  Indonesia No, PO.B1/BPN-
RIZIF2009. tanggal 20 Februari 2009 tentang

Pembentukan Tim Nasional Operasi Tuntas Sengketa
Tahun 2009.

DIPERINTAHKAN

NAMA DAN JABATAN YANG TERCANTUM DALAM

LAMPIRAN SURAT PERINTAH INL

Disamping tugas dan tanggung jawabnya sehari hari.
ditunjuk sebagai Anggota Tim Operasi Tuntas Sengketa
2009, sebagaimana dimaksud dalam larmpiran.
Pelaksanaan tugas dilaksanakan dari tahap persiapan
sampai dengan tahap penyelesaian, konsolidasi dan
monitoring serla supervisi.

Metakukan koordinasi dengan instansifinslitusi terkait
lainnya dalam rangka penanganan dan penyelesaian
sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang
mendapat prioritas,

Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kota Jambi selaku Ketua Tim Kota
Operasi Tuntas Sengketa 2009.
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5. Melaksanakan pefintah ini dengan sebaik-baiknya dan

penuh rasa tanggung jawab. -

Selesai.

Tembusan : disampaikan kepada Yth.
Bapak Depuli PPSKP di Jakarta

S o~

Provinsi Jambi di Jambi
Yang bersangkutan
Arsip

bl

Dikelvarkan di : Jambi

Pada Tanggal : 39 Pebruari 2009

g %{Dﬁ?mw‘?-

| [}

3 IR. AL BASTIAN
AN 7-
\% NI 750004284
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Bapak.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL

S
1],
N - KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI
S— JI. Kol. Pol, M. Theher No. 17 Jembi
Telp. (0741) 23652 Fax. (0741) 7553080
DIL5S12.18
LAPORAN HASIL MEDIAS!
Nomaor @ LPA2AIunif 2009
KASUS © Permasalahan tanah Seripikat Hak Milik No.2085/The Hok yang
terletak di Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi,
Provinsi Jambi.
. DASAR
A Laporan pengaduan tgl.06 Aprit 2009 dart Sdr.B. Lature tentang -
penyerobotan tanah/penguasaan tanah yang dilakukan oleh Syairuddin
dan Rasman o
8. Undangan kepada para pihak yang bermasalah tanggal 28 Mei 2009
. PELAKSANAAN MEDIASI
A. Waktu, Pimpinan dan Peserta
1. Waktu Mediasi : Hari Kamis tanggal 28 Mei 2009
2. Pimpinan Mediasi : Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi
3. Peserta Mediasi sesuai dengan Daftar Hadir :
Nanee N FRLTS T A T LS PR TS | Tmfing s Tahan
s B R TTY T e T S R L TN T T I EI L PR CA N -""'_Eé
dAambr Ao R ot S S R Y
ﬁ v Mo Whina T e Coi NL el DIVRZUATDIPERaTa
L) Jabatan Kepala Seks: Fenanganan Kenflik Sengkela dan
Farkaa
R Faniegdeei D0 dlt ekl VPR T B LTI
Nt Sheds T Lotehine Rzl Bl caeiken, i
TR TR H R
LIETE N | Lot BTN D L U TR i R
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B. Kasus PosisifUraian Singkat Riwayat Tanah
A Voda langend S0 e Dty e B tane msmeiln e ukrarn
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h. Disebelah Timur yang berbatasan dengan Rasman, juga sebahagian
~ kecil dikuasai oleh Rasman yaitu 2.5 m2.
Kemudian Sdr. B. Lature kembali mendatangi Kantor Pertanahan Kota

Jambi pada tanggal 6 April 2009, uniuk meminta penyelesaian melalui
cara mediasi.

. Analisa Masalah

1. Subyek dan Pihak-pihak yang Bersengketa
B. Lature melawan Syafruddin dan Rasman.
2. Tipologi Sengkela. |
Tipologi sengketa adalah Sengketa batas/letak bidang tanah
3. Pokok Masalah '
Adanya penyeroboian yang dilakukan oleh pihak yang berbatasan
terhadap SHM No.2085/The Hok milik B. Lature.
4. Akar Masalah

Karena pemagaran dinding rumah yang dilakukan oleh Syafruddin dan

rasman lidak memberitahu kepada B. Lature selaku pihak yang
berbatasan

5. Analisa Yuridis

Berdasarkan Pasal 385 KUHPidana wmengenai perkara
penggelapan hak atas benda lida bergerak atau Stellionaat.

- Dalam kasus penyerobolan ini, pihak B. Lature dapat memahami
kealpaan dari pihak yang berbatasan dan mau megadakan
penyelesaian dengan Syafruddin dan Rasman.

- Dapal dianalisa bahwa penyerobotan yang dilakukan oleh
Syalfruddin dan Rasman merupakan tindak pidana.
Sepanjang para pihak bersedia menyelesaikan secara musyawarah
dan mufakat. dapatl mermberikan hasil yang baik.

I1.Kesimpulan Mediasi

1.
2.

Masing-masing pihak bersedia melakukan perdamaian

Dengan mengganti luas yang telah dipakai oleh mereka, dalam hatl ini
Syafruddin seluas 11 m2 dan Rasman 2.5 m2.-

. Setelah pembayaran selesai, B Lature akan menandatangani semua

surat-surat, termasuk jika diperlukan akan dilakukan pemecahan
sentipikal.

LeEmae. R w s ERESTE PR T 0



IV. TINDAK LANJUT MEDIASI

Bahwa kedua belah pihak telah menyatakan selesai permasalahan diantara

mereka.
Jambi, 2 Juni 2009
METDITATORSTIM MEDIARI
NOTLHS
Kepala Sub Seksi Sengketa - Repala Sub Seksi Perkara
1 Konihik ’
Bunvifin, N ’ Kurniviewati. S11
INIP. 19640929 T9R303 1 00F "7 j\ 19721024 199603 2 G0}
I ( toe
" f N
i |nk1huu|

N,fw\l A-SIE h}.l'&l NGEETA KONFLIK

RS wrﬁ’lwnhum
;I\’

\\ mm,m LANASRI. SIE
Nll’_ TOAT1737 1U8303 1 004
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) BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Yy

!l KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI

o !/' Ji. Kol. Pol. M. Thaher No. 17 Jambi
Telp, (0741) 23652 Fax. {0741) 7553080

DIL512.A

BERITA ACARA MEDIAS!
Nomaor ; BAMIQ2IMV12009UPPSKP

Poada har me idadn Gergeal Toegen Daieie oer Dt Sl s onbilan 103-06-

2200y yane el e bl s

Mama e Alim Bastan I'J||'-'f',|:-:[;i~_.|! ol - 1teestd 1 004/Pembing Muda

Pefon s Janabiey Keparle B oosles B e b 0 s s helua Jalan:
Tun hersania-sama

2 Nama Waln Yul Anasii SH. NIPd-anghat. 210163330/Penata (1) ¢y Jabatan

Kepaia Seks Penangann Koollb Sengkcly i Perkara

R
—

Nama Kuawginenl SEHE NIP aege ot 170000 169660 2 00 H/Penaty Muda
TK 1l by Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Penanahan '
4. Nama Bunyamin, SH. NiP/Pangk:a1 010162745 Penata Muda TX. | {lll.b}
iabatar Kopala Sub Schs Koeiss aoaagketo i 5atanalan

!
Tet . melakukan medias terbadap vealihan lanab Serlipkat Hak Milik
No 2085/The Hok atas naima 6 L abw wosn defletak i Kelurahan The Hok
hecamalan ambn Selatar Kol Yeisa oot dnmib. alengAan el e higs.

selidgai benkut
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Al tmriale ey dhpereea oot e e Mevnty . SetankaAl Hak Mikik

Wy Z085: T Mok - B Ui Lina Lkl b Reboodne e ok

Kecamalan Jambi Sclalar Kotg Lavda ey daimlu

2 IWEAY AT PANSALL FAN DA S TAD L )
A Mgkl idnk Land e IPveine phe e 0L U0 TUES Jderitkan
Lerdasarkan pamecalyos ol Dedipibon Hak, Mk Nov 145/ Lee Hok
b. Bidang tanah leisaind sepak fnnggai D5-02.1980 Jiknasar oleh 8 Lature

SECATa 1 ey

5 URAIAN Pi-RMASALAHAN

A Pada langogad 3 laneae: b el F D e meminta penguikiran ulany
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“Kepala Seksi Penangan:an Konlh,

D Lengan Swal bogas Penuakos w vy 2V 1 clnian 2006 Mo 175/2009 maka
pengukuran dilaksanakan «lengan peelugas vkur yang dilugaskan adalah
Saudara Zuifalumi ' '

¢ Dan pengukwan vlany dilapangan didapal hasi bahwa disebelah U}ara
yang barbatasan dengan Svafiucin, ada sebahagian kecil dikuasai
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Badan Perianahan Nasional Republik Indonesia
Kantor Pertanahan Kota Jambi

PENGADUAN

Nomor: LBl /0 1 1V 12008PPSKP
Tentang 09“’
R ettt

1. Identitas Pengadu/Kuasa: y(;}/z y

g I EE
= Nama j{é Iz /c}cz'd/‘l/ﬂtv'}/? W 6
b.  Alamat ( u7

c.  Pekerjaan [Cé/ 2e
d.  Umur _ ': 6’2 ED[
It. Letak Tanah T ) ,
a. Jalan B Gl
b. Keclurahan LT s A e leTlerr

C. Kecarn‘atan ! = z
O ke
d. Kabupatern/Kota Te-tot

e. Luas (m2)
I[II.Uraian pensu

Penerima Laporan

( jouwe At SHWAT) )

NIP

Bd-ta—\‘a " Mcw—an) . S‘L{ﬁ-fr\/ae .

—lAl . (auam H R-UJMGY\

mEstwop - EomACTER bR Ts |
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Nomor
Lampiran
Perihal

a5y BADAN PERTANAHAN NASIONAL
v/

KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI

.- 3 Kol. Pol. M., Thaher No. 17 Jambi
Telp. (0741) 2355_2 Fax. (0741} 7553080

Jambi, 25 Mei 2009

510 - 3“1 . Kepada Yth. .

1. Sdr. B. Lature E<mn
Undangan  Musyawarzh 2. Sdr. Syatruddin 09
_Peayelesaian” SHM  No. 3. Sdr. Rasman S

2085 Keluruhan The Hok in

Jaimibi

Bengon hormal.

Dulum rangka penvelesivan masalah wnah Seripikin Hak Milik
Ne 20853 The Hok maka dengan int Kann mengundang Saudara untuk
hawlir pada ;

Hari/ Tyl D Ramis 7 28 Mo 2009
Pukul T .00 Wib s.d selesa
Tempat : Kanwr Perumahan Kota Jambi

Pada saat hadir diharapkan masing-masing pihak membawa surM-
surant yang diperfukan.

Demikizm untuk dipenuhi.

IR AYDWBASTIAN

N
0617 199303 1 004
_rb”-l
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DAFTAR HADIR

DALAM RANGKA MEDIAS!I PERMASALAHAN TANAH _ -
DIKEWRAHAN THE HOR . Ob1 Sdtht)

TANGGAL 30-ARRH_ 2009

28-05-

} NAMA

ALAMAT

TANDA TANGAN

IR ALIM BASTIAN

WALA YUL! ANASRI, SH

KURNIYAWATI, SH =Y. £7 ey SN
BUNYAMIN, SH . _ “K——f\\ -
B. LATURE ﬁ%m,ﬁﬁ ol b2k @_

' |syaFRUDDIN '

' IRASMAN

Sbatam

Al 1 dww 225

mepa PQ@BIIQD 'ﬂQf

(edemuoin /mwﬁ‘a ' AJbtuuga
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI

JI Kel. Pol, M. Thaher No. 17 Jambi .
Telp. (0741) 23652

SURAT TUGAS
No. 030- 3¢,

Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi dengan memberikan tugas kepada :

" 1. Nama g . Wala Yuli Anasri, SH

NIP © 19610727 198303 1 004

Pangkat/golongan . Penata/{ilic)

Jabatan - "Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara

Alamat . JI. Kol. Pol. M, Thaher No. 17 Rt.19/06 Pakuan Baru
2. Nama . Bunyamin, SH

NIP - 18640429 198303 1 003

Pangkalt/golongan . Penata Muda TK. t/( lllib)

Jabatan . Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan

Alamat . JI. Kol. Pol. M. Thaher No. 17 Rt.19/06 Pakuan Baru
3. Nama . Kurniyawati, SH

NIP ;19721024 199603 2 001

Pangkaugolongan : Penatla Muda TK. 1/ ( lli/b )

Jabatan . Kepala Sub Selsi Perkara Pertanahan

Alamal - JI. Kol. Pol. M. Thaher No. 17 R1.19/06 Pakuan Baru
Untuk melaksanakan Tugas . Mengadakan penelitian Data Fisik dan Data

Adminislralif terhadap SHM No.2085 atas nama
B. Lature, yang terletak di Kelurahan The Hok

RT.21
Lama o1 (satu) hari
Tanggal : 02-06-2009
Sumber Dana . DIPA. T.A. 2009

- Bemikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkulan
untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

. Jun)
- Jambi, 01 Mer 2008

BASTIAN

\\4&wﬁ é§96§171953031 004
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PETA BIDANG

)

SKALA | : 500

|
|
|

Sertipilcat Hak Milk Ne, 2085/Tha Holk Surat

Uk No. A% Aa. BLATURE

‘ Berdaterken Serst Permohonm Tgl, 30-01-2009, |
i 1cotang Poogakuren Uleag (pangemnbalisn bates) m.

. RT/RW :
I KELURAHAN  : Thehok
. KECAMATAN : Jumbi Selatan

' KOTA : Jambi
" PROVINSI : Surobi
LEGENDA

1 Bats Bidang Sesusi Scrtipikat
]

Batu Bidang Dilapangan

Jambi, Muad 2009 -

An Kepals Kantor Portenshun Kots Jxmbi
cpala Sedoi Surved, Pengularren dan Pomctan

Nurman Anthoni, A Pnb

NIP, 010132063
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PENYELESAIAN MASALAH TANAH
ANTARA DJAUHARY. SY DENGAN ANSORI. MS
YANG TERLETAK DI KELURAHAN TL. BAKUNG

(TARGET OPERASI PERIODE | TAHUN 2009)

SEKSI PENANGANAN SENGKETA KONFLIK DAN PERKARA

KANTOR PERTANAHAN.KOTA JAMBI

TAHUN 2009
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!f-'iv‘ BADAN PERTANAHAN NASIONAL '
v/

KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI

Ji. Kol. Pol. M. Thaher No. 17 Jambi ‘|
Telp. (0741) 23652 Fex. {0741) 7553080 !

Pertimbangan

Dasar 1.
2.
3.
4.

MEMPERHATIKAN

Kepada

Untuk N

© 1. Surat Perinlah dari Kepala S8adan Pertanaian

|

SURAT PERINTAH 'i
|

Nomor : SP.01/BPN-KOTA/2009 [
i
Bahwa dalam rangka Operasional Penanganan dan
Penyelesaian Sengkela, Konflik dan Perkara Pertanahan

secara konsisten dan sistematis di Keta Jambl dipandang
perlu diketuarkan Surat Perintah. T

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Talun
2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;

Peraturan Kepala Badan Perlanahan Nasional Republik
Indonesia Nornor 3 Tahun 2006, tertang Organisasi Tata
Kerja Badan Pettanahan Nasional Republik Indonesia!
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Repuplik
Indonesia”Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi gan
Tala Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasiqnal
dan Kantor Pertanahan. :
Keputusan Kepala Badan Peranahan Nasional Republik
Indonesia No. 34 Tahun 2007, tentang Petunjuk TeKnis

Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. |

Nasonal Republik  Indonesia No.PO.01/B
RIN/2009 tanggal 20 Februart 2009 tent

Pembentukan Tim Nasional Operasi Tuntas Seng
Tahun 20089.

N-

ng
eta

— o

DIPERINTAHKAN

|
NAMA DAN JABATAN YANG TERCANTUM DAL‘QM
ILAMPIRAN SURAT PERINTAH INL '

{
Disamping tugas dan tanggung jawabnya sehari nari_

ditunjuk sebagai Anggota Tim Operasi Tuntas Sengketa

2009, sebagaimana dimaksud dalam lampiran.

"Pelaksanaan tugas dilaksanakan dari tahap persiapan

sampai dengan tahap penyelesaian, konsolidasi dan
moniloring serta supervisi.

Melakukan koordinasi dengan instansifinstitusi terkait
lainnya dalam rangka penanganan dan penyelesgian

sengketa, konflik dan perkara pertanaban yang
mendapat prioritas.

' - |
Melaporkan hasil pelaksanaan lugasnya kepada Kegala -

Kantor Pertanahan Kota Jambi selaku Ketua Tim Kola
Operasi Tuntas Sengketa 2009. .

ETEE TETT -

- wE—nEI



Selesal.

Melaksanakan perintah inj

dengan sebaik-baiknyal dan
penuh rasa tanggung jawab,

Dikeluarkan dj : Jambi :
Pada Tanggal : 30 Pebruari 2009
92 1809081 5.0 Pebruari 2009,

JEPAA RATOR PERTANAHAN

4 KOT4 JAMBI l

hEny re T L !

S P : 1

ik |

"o e NIP; 750004284 |

Tembusan : disampaikan kepaga Yih. - I

1. Bapak Depuli PPSKP di Jakarta |
2. Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

3.
4. Arsip

Provinsi Jambi di Jambi

Yang bersangkuian

i

s omSt-iiazmewma pEa .
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI

2. Kol Pol, M. Thaher No. 17 Jambd
Yelp. {0741) 23852 Fax. {0741} 7553080

DLSI2ZRB

LAPORAN HASIL MEDIASI
Nomor : LAV Aprit/2009

KASUS . Permasalahan lanah Sertipikat Hak Milik No.744 1/Talang Bakung yang

lerletak di Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota
Jambi, Provinsi Jambi.

. DASAR

A. Surat tgl.17 Maret 2009 yang diterima Kantor Pertarahan Kota Jambi -
tanggal 15 April 2009 dari Sdr.Djauhari. 8Y, SH tentang kepemilikan tanah
terhadap sebahagian Sertipikat Hak Milik No.744 1/Talang Bakung

B. Undangan kepada para pihak yang bermasalah tanggal 15 April 2009

1. PELAKSANAAN MEDIASI
A, Waktu, Pimpinan dan Peserta
1. Waktu Mediasi : Hari Kamis tanggai 16 April 2009
2. Pimpinan Mediasi : Kepala Kantor Perfanahan Kota Jambi
3. Peserta Mediasi sesuvai dengan Daflar Hadir:

a. Nama Ir. Alim Bastian, NIP/Panyhal, 19660917 199303 1
004/Pembina Muda (IV.a), Jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Jambi sebagai Ketua, dalam Tim bersama-sama:

b. Nama Wala Yuli Anasini, SH., NiIP/Pangkat, 19610727 198303 1
004/Penata (lli.c). Jabatan Kepala Seksi Pepanganan Konlflik
Sengkela dan Perkara.

¢. Nama Kurniyawali, SH, NIP/Pangkat, 19721024 199603 2
001/Penala Muda TK. ! (llLb), Jabalan Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan.

d. Nama Bunyamin, SH, NIP/Pangkat, 19640429 198303 1 003,
Penata Muda TK. | {ill.b), Jabatan Kepala Sub Seksi Konflik
Sengketa Pertanahan.

e. Nama Djauhari. SY, SH, Pekerjaan Pensiunan Polisi, bertempat
tinggal memilih domisili di Kantor Notaris Muhammad Zen, SH.

f. Nama Ansori, MS, Pekerjaan Wiraswasla, bertempat tinggal
memilih domisili di Kantor Notaris Muhammad Zen, SH.

B. Kasus Posisi/Uraian Singkat Riwayat Tanah :
a. Berdasarkan Surat Sdr. Djaubari. SY, SH tanggal 17 Maret 2008

tentang permasalahan Sertipikat Hak Milik No.7441/Talang Bakung L =
3.760 m2. ‘ '

b. Sehingga Sdr.Djauhari SY, SH meminta kepada Kantor Pertanahan

+ papTiTe e mmAis A WATER VY wia b



Bermula Abdurachman Haji Saman mempunyai Hutang kepada Sanin,
kemudian oleh Abdurachman haji Saman hutangnya dibayar dengan
sebuah sertipikat kepada Sanin. -

Kemudian Sanin meminjam uang kepada Ruslan TB dengan serlipikat
sebagai jaminan., jika tidak dibayar hutang lersebul maka bidang tanah
yang ierdaflar sebagai M.7441/Talang Bakung menjadi milik Ruslan.
TB.

Kemudian pada {ahun 1996 Ruslan TB menjual sebahagian tanah

tersebut { 1000 m2} kepada Djauvhar. SY. SH secara dibawah tangan,

kuitansi pembayaran kekurangan terakhir dibayar pada tanggal 16
Januari 2003 ' A

Kemudian berdasarkan Kuilansi tanggal 28 Nopember 2006 teilah
terjadi pembayaran pembelian sebidang tanah seluas 2.000 m2 yang

terletak di Talang Bakung, pembayaran dilakukan oleh Ansori, MS dan

" diterima oleh Ruslan. T8.

C. Analisa Masalah

1.

2.

3.

Subyek dan Pihak-pihak yang Bersengkela
Djaunhari. SY, SH lawan Ansori, MS
Tipologi Sengketa.

Tipologi sengkela adalah penguasaan dan pemilikan tanah
Pokok Masalah

Masing-masing pthak merasa mereka adalah pemilik tanah Kkarena
telah membeli dengan orang yang sama.

. Akar Masalsh

Jua! beli tanah yang dilakukan oleh Ruslan. TB {erhadap Serlipikat Hak

Milik No.7441/Talang Bakung kepada dua orang yang berbeda yaitu
Djauhari. SY, SH dan Ansori, MS.

. Analisa Yuridis

- Berdasarkan Pasal 1484 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) Jika
penjualan sebuah benda tak bergerak terjadi dengan penyebutan
luasnya atau isinya, dengan ditentukan suatu harga menurut
ukurannya, maka sipenjual diwajibkan menyerahkan jumlah yang
dinyatakan dalam persetujuan ....

- Dalam kasus jual beli SHM No.7441/Talang Bakung antara Ruslan
TB kepada Djauhari. SY, SH dan Ansori, MS, adanya transaksi

" yang disembunyikan karena berdasarkan pengakuan Djauhari. SY,
SH yang dibuktikan dengan kuitansi pembayaran sebelum
terjadinya jual beli antara Rusian TB dengan Ansori, MS, sudah
terjadi jual beli antara dirinya dengan Ruslan TB.

- Dapat dianalisa bahwa jual beli bidang tanah SHM No.7441/Talang
Bakung sudah melanggar peraturan perundang-undangan yang
berlaku

- Pihak Djauhari. SY. SH mau menyelesaikan masalah secara
musyawarah dan mufakat.
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I} Kesimpulan Mediasi

1. Pihak Djauhari. SY. SH bersedia menyelesaikan mesalah secara
musyawarah dan mufakat,
2. Adapun besarannya adalah pihak Djauhari. 3Y, SH menerima sebesar

Rp.50.000.000.- {(Lima puluh jula Rupiah) dan melepaskan kepemilikan
tanah seluas 1000 m2 kepada Ansori, MS,

TINDAK LANJUT MEDIASI

1.
2.

K}

Kepata Sub Seksi Sengketa

Bahwa kedua belah pihak telah menyatakan selesai permasalahan diantara
mereka.

Dengan selesainya masalah tersebut maka Pihak Ansoti dapat melanjutkan
perafihan hak alas SHM No.7441/Talang Bakung.

Dalam proses peralihan hak maka lerhadap biaya yang timbul menjadi
tanggung jawab Ansori. MS.
Jambi, 20 April 2009
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BERITA ACARA MEDIAS]
Nomor : BAM/01/IVI2008/PPSKP

Pada han ini Kamis, tanggal Enam belas Bulan April Tahun Dua ribu sembilan
(16-04-2009), yang bertanda tangan dibawah ini, kami ;

Nama Ir. Alim Bastian, NIP/Pangkat, 19660917 199303 1_004!Pem5ina Muda

{IV.a). Jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kela Jambi sebagai Ketua, dalam Tim
bersama-sama;

Nama Wala Yuli Anasri, SH. NIP/Pangkat, 19610727 198303 1 004/Penata
(Itl.c), Jabalan Kepala Seksi Penanganan Konflik Sengketa dan Perkara.

Nama Kurniyawali, SH, NIP/Pangkat, 19721024 199603 2 001/Penata Muda TK.
1 (lll.b), Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Perlanahan.

Nama Bunyamin, SH, N!P/Pangkat. 19640429 198303 1 003, Penata Muda TK. |
1N b). Jabalan Kepala Sub Seksi Konflik Sengketa Pertanahan.

Telah melakukan mediasi terhadap permasalahan tanah Serlipikal Hak Milik
No.7441/Talang Bakung atas nama Abdufrachman bin Saman yang terletak di
Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jarmbi
dengan hasil mediasi sebagai berikut :

1. STATUS/LETAK TANAH

Bahwa tanah yang dipermasalahkan telah mempunyai Sertipikat Hak Milik -

No.7441/Talang Bakung an. Abdurrachman bin Saman yang terletak di

Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi
Jambi.

2. RIWAYAT TANAH YANG DIPERMASALAHKAN
a. ‘Semula Sertipikat Hak Milik No.7441f/Talang Bakung tgl. 28-05-2000
dilerbitkan berdasarkan pemecahan dari  Seripikat Hak  Milik
No.7441/Talang Bakung atas nama Hj. Umi Kalsum, dkk (13 arang).
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b.

Kemudian Berdasarkan Akta Hibah 1gl.02 Agustus 2002 No.184/J5/2002,

maka beralihlah hak dari Hj.Umi Kaisum, dkk kepada Abdurachman Haji
Sarnan.

3. URAIAN PERMASALAHAN

a.

Berdasarkan Surat Sdr. Djauhan. SY, SH tangga! 17 Maret 2009 tentang
permasalahan Sertipikat Hak Milik No.7441/Talang Bakung L = 3.760 m2.
Sehingga Sdr.Djauhari SY., SH meminta kepada Kantor Pertanahan Kota
Jambi untuk membanlu dalam penyelesaian masalah ini.

Bermula Abdurachman Haji Saman mempunyai hutang kepada Sanin,
kemudian oleh Abdurachman haji Saman hutangnya dibayar dengan
sebuah sertipikat kepada Sanin.

Kemudian Sanin meminjam uang kepada Ruslan TB dengan serlipikat
sebagai jaminan, jika tidak dibayar hutang tersebut maka bidang lanah
yang terdaflar sebagai M.7441/Talang Bakung menjadi milik Ruslan. TB.
Kemudian pada tahun 1996 Ruslan TB menjual sebahagian lanahl
tersebut { 1000 m2) kepada Djauhari. SY, SH secara dibawah tangan,
kuitansi pemba-yaran kekurangan terakhir dibayar pada tanggal 16 Januari
2003

Kemudian berdasarkan Kuitansi tanggal 28 Nopember 2006 telah terjadi
pembayaran pembelian sebidang tanah seluas 2.000 m?2 yang tertetak di

Talang Bakung. pembayar2n dilakukan oleh Ansori. MS dan diterima oleh
Ruslan. TB.

4. Kenyataan Penguasaan Dan atau Penggunaan

Kenyataan di Lapangan lanah tersebut merupakan tanah kosong.

5. HASIL MEDIAS!

a.

‘Mediasi Perlama tanggal 16 April 2009, yang hadir dalam rapat tersebut

adalah :

- Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi. Ir. Alim Bastian

. Kepala Seksi Penanganan Konflik Sengketa dan Perkara. Wala Yuli
Anasri, SH

- Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kurniyawati, SH

- Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konfik, Bunyamin, SH
Sdr. Muhammad Zen, SH ‘

- 8dr. Djauhari SY

- 8dr. Ansori
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c. Hasil Mediasi tanggal 2G April 2009 yailu lercapainya kesépakalan
bersama, tentang :

Sepakat bidang tanah Sertipikal Hak Milik No.7441/Talang Bakung tetap
menjadi milik Ansori dengan kompensasi bahwa pihak Djauhari SY, SH
diberi uang sejumlah 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).

NOTULIS

Kepala Sub Seksi Kepala Sub Seksi
Konfiik dan Sengketla Perkara 4 -
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BUNYAMIN, SH TYAWATI SH
NIP.010164725 NIP 750005646
DIKETAHU! OLEH :
Kepala Seksi Penanganan Kanflik ' Kena,lg -Kantor Pertanahan

Sengkela dan Perkara
=

la Jambi

Wala Yuli Anasri, SH
NIP. 010163330

e N LU



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
| KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI

JI. Kol. Pol. M. Thaher No. 17 Jambi
Telp. {0741) 23652 Fax. {0741) 7553080

H

DL.512.C

PERJANJIAN PENYELESAIAN SENGKETA (PERDAMAIAN)
Nomor : PPSI01/VII/2009/PPSKP

. Pada han ini Kamis, tanggal Epnam belas Bulan April Tahun Dua ribu
-Sembilan {16-04-2009), yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama . Djauhan. SY, SH
Kewarganegaraan @ Indonesia
Pekerjaan - Pensiunan POLRI
Alamal . Kel. Talang Bakung Kec.Jambi Selatan Kota Jambi
Selanjutnya disebul Pihak |
Il. Nama : Ansori. MS
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan © Wiraswasla
Alamat : RT.14 Kel. Pakuan Baru Kec.ambi Selatan Kota
Jambi.

Selanjutnya disebut Pihak I

Berdasarkan Berita Acara Mediast tanggal 16-04-2009 Nomor
BAM/01/IVI2009/PPSKP lelah dicapai penyelesaian secara damai terhadap
permasalahan tanah lerlelak di Keiurahan Talang Bakung Kecamatan Jan:bi
Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1.

Bahwa Pihak | dan Pihak Il sepakat menyelesaikan masalah tanah tersebul
dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 2.
Sepakat bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.7441/Talang Bakung tetap men;adll

milik Pihak 1l dengan kompensasi bahwa pihak Djauhari SY diberi uang sejumlah
50.000.000.- (Lima puluh juta Rupiah).

Pasal 4.
Bahwa dengan {elah disepakatinya peijanjian im, sesuai dengan Pasal 2 diatas
maka Pihak |i dapat meneruskan proses balik nama Serlipikal Hak Milik
No.7441/Talang Bakung di Kantor Pertanahan Kota Jarnbi.

Pasal 5.
Bahwa dengan adanya kesepakatan ini permasalahan diantara kedua belah
pihak telah selesai dan tidak ada lagi tuntutan hukum apapun dikemudian hari.




Demikian Penanjian ini dibual untuk dapal dipergunakan sebagaimana -
meslinya. : -
AK PERTAMA P EDUA
/ [
DJAU AR, SY. SH RIS
SAKSI-SAKS! - e
1 IR_ALIM BASTIAN ‘ { )

Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi

2 WALA YUL! ANASRI, SH ( mié«.% )
Kepala Seksi Konfik Sengketa dan Perkara g _

3. KURNIYAWATI, SH
Kepala Sub Seksi Perkara Pedanahan

4. BUNYAMIN, SH ( ;@7 )
Kepala Sub Seksi Konflik dan Sengkela
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arihal

Jumbi.//Z Marct 2009

. Jual beli tanah lokasi hak milik Kepada

No. 7441 tanggas 28-05-2002 - | | :Yth. Ibu Hj. Yunida Wati
An. Abdurrahman bin H. Saman =~ ° * "Ahli Waris H. Ruslan TB (Aim)
' L di
bor o Jambi

Sehubungan dengan kcdalangan s.:ya bcrsa;na isteri beberapa han sebelum
suami Ibu, Ruslan TB mcmnggal (alma:hu.m) untuk menanyakan masalah tanah yang
saya beli dengan suami ibu, kemudian kita samgssama mendengar penjelasannya
bahwa surat tanah No. 7441 Tanggal 28 Mei 2002 sedang diurus di Kantor

Dengan hommt,

Pertanahan Kota fambi, namun setelah saya cek dl Kantor Pertanahan ternyata tidak '

ada / belum tuntas.

Dengan berbagai cara kami mencari ternyatn sertifikat Tanah Hak Milik No.
7441 \anpgal 28 Mei 2002 An. Abdurrahman bin H: Samsn aslinya masih berada di

Kantor Notaris Muhammad Zen Kota Jambi dan mendapat penjelasan sebapai
berikut :

1.  Keberadaan surat tanah Hak Milik No. 7441- pada Kantor Notaris M. Zen itu
. dalam penyelesaian Jual Beli antara Abdurrahman bin H. Saman dengan

Ruslan TB (Alm} sebapai pembeli, namun karena sesuatu hat belum tuntas
pada Kantor Pertanahan Kota Jambi. .

2. Temyata tanah yang telah saya beli 10 (sepuluh) tambuk sebelummya ternizsuk

dalam penjualan tanah dari Ruslan TB kepada Ansyori MS seluas + 20 (dua
puluh) tumbuk.

Oleh karena itu saya mohon lbu Hj. Yunida Wati Ahli Waris dari il Ruslan TB
{Alm) untuk.membatalkan penjualan tanah sebagian atan 10 (sepulnh) tumbuk yang

telah saya beli sebelumnya sebagaimana surat Jual Beli yong telah saya sampaikan
pada waktu pertemuan bersama suami ibu.

Kemudian kepada Pihak terkait saya mohon bantuannya antara lain scbagai
bcnkut

1. Pihak Notans M. Zen Jambi

2. Untuk sementara. tidak mcny’clcsaika.n proses jual beli tanah antara Ruslan
TB (Alny) selaku penjual dengan Saudara Ansyori MS selaku pembeli pada
arcal Hak Milik Tanah No. 7441 yang dikelusrtkan Badan Pertanahan Koln
Jambi sébelum permasalahan selesai dengan saya.

b. Saya sangat menghargai kebijaksanaan pihak Notaris M. Zen Jambi
(Anwar) untuk mempertemukan saya dengan Pihak Pembeli lain (Ansyori
MS) untuk menentukan langkah selanjutnya.

2.  Pihak Badan Pertanahan Negara Kota lamoi

Kami mohon untuk dimaklum? dan menunda segala kegiatan yang menvangkut
Hak Milik Tanah No. 7441 tanggal 28 Mei 2002 An. Abdurrahman bin H,
Saman sebélurn permasalahin inj tantas.

3. Pihak Pemilik Sertifkat No. 7441 (Abdurréhman bin H. Swuan) kami mohon
dapat mengetahul dan membaptu penyelesaian masalah ini, apalegi Bapak
mendapat penjelasan dari Bpk. Ruslan TB (Alm} pada wakip jual beli tanah itu

bahwa sc¢hagian taneh yang dlbqhnya dari hapak adalah milik Anggota Polisi,
munekin sava sendiri (D_]B'I.lh.ﬂ.l'l SY, SH)
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4. .-Pihak pembeli leinnya (Ansyori MS)

pada tempatnya serta terima kasih atas bantugnnyz.

Agar memaklumi bahwa tanab ying Saudara beli dengan H, Rusil:m ™ ():\Im')

scbagian atas 10 (sepuluh) tumbuk adalal yang telah dijual kepada vsaya
scbrlinyn. Dan agar saudara sementira idak mengadakan kegiatan pada
lokasi tersebul terutama amh jalan ke aspal seluas 10 (sepdhh) tumbuk,
stbelim ada penyelesaiannya. Lo

H

~

Demikian agur maklum dan mohon maal bila terdapat hal-hal yang kurang
{ T

Hormal saya,

DIAUNTAKLISY. SH
Furn. PRI

T xmbusan - Yin
1. Bapak Kepala Badan Pedanahan (BPN) Kota Juinbi
2. Bapak Pimpinan Notaris M. Zen Kota Jambi
3. Bapak Abdurrahmian bin 1. Saman

Pemilik Sertifikat ‘Tanah No. 7244| "
4. Sdr. Ansyori, MS 2
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BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI

Lambi, H’-April 2009

Nomaor 1} 5 .3_1% Kepandi. Yih

Lapiran @ - b Sdr. Mubammad Zen, St

Perihal o Undanuun 2 Sdr Yunida Watd (steri AlmcRusbn THRY
3. Sdr. Djuuhari. SY.SIHH

_ 4, Sdr. Ansari. MS
B 3. Sdr. Sanin

6. Sdr. Anwar
7. S, Abdurachman beserta Isterd
I

Jambi

Dengan hormat,

Berdasiekan Sur Sdr. Mubamogid Zen, S tmggal 15 April 2009
peribad permehoman vatuh wienjadi Mediator yang ditgjuhan kepada
Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kot Jambic maka  diharapkan
Saudara-saudra agar dapat hadie pada

[ Lel - Kamis 16 April 2009

Pukul © 10 Wik sad selesa

Tempd - Kuantor Pertanaban Kot Jambi

Acura . Penyelesaiun musaluh toaah UM No. 7441 Kelurahun

Talung  DBakung antura Ahl Waris Ruslan TH
(Ny, Yunidan Wali). Ansori. MS dengan Djsuhart SY.
S
Diharapkan masing-masing pilak membawa buki hak dan date yang
diperfukan gasliy.

Demikian untuk mengidi perbatian dan makium,

TEMDUSAN : disampaikan kepada Yih.

Bapak Kepala Kantor Wilayuh Badan Pecamaban Nasional
Provinsi Jambi di Tambi
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DALAM RANGKA MEDIAS! PERMASALAHAN TANAH

DAFTAR HADIR

ANTARA YUNIDA WAT(, ANSORI, MS, DJAUHARL. SY, SH DAN ABDURACHMAN

YANG TERLETAK DI KELURAHAN TALANG BAKUNG KEC.JAMBI SELATAN KOTA JAMSI

TANGGAL 16 APRIL 2009

NO

NAMA

ALAMAT

TANDA TANGAN

IR ALIM BASTIAN

WALA YULI ANASRI, SH

KURNIYAWATI. SH

1Y

 |[MUHAMMAD ZEN. SH

YYUNIDA WATI

@ tn

DJAUHARI SY. SH

at}

ANSORI, MS

SANIN

ANWAR

ABOURACHMAN

11

ROSNAINI

12

SODIKIN

13

HAMBALI

Jamb,

16 APRIL 2009
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